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MOTTO

= Allah menghendaki kemudahan, dan tidak menghendak: kesulitan bagimu”™
(Al - Bagarah: 183}

“Jalan menuju kebahagiaan tidak selalu ditaburi bunga mawar vang harum,
melainkan penuh duri dan pahit™

(William Shakespeare)

“Jangan engkau menginginkan atau  mengharapkan  segera  melaksanakan
pekerjaan besar, scbab pekerjaan besar jarang datang Yang sering engkau
jumpai adalah pekerjaan kecil Engkau jangan meremehkan pekerjaan kecil
tersebut, karena jika engkau belum biasa dengan pekeraan kecil, bagaimana
gnzkau akan mampu melaksanakan pekerjaan besar, Oleh karema itu, segala
yang engkau temui ditanganmu, laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam hati
vang suci, atas namakan Karsa Tuhan karena tdak ada pekerjaan di dunia im
vang tidak karena Karsa Tuhan meski yang kelihatan remeh sekalipun™

(Povangka Jari)

“Apa vang mdah tidak selalu baik, tetapi apa yang baik akan selalu indah”

{Lancloss)

i
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan Setulus Hati Kepada :

% Kedua orang tuaku
Yang selalu memberikan untaian dea dan kasih sayang, serta pengorbanan
tiada tara demi asa yang ingin kuraih, semega ketulusan dan keikhlasarmu
membawa secercah kebahagisan

Terimalah sembah baktiananda . ... ...

& Saudara-saudaraku

Terimakasih telah mengiring langkah perjuanganku . ... ...

% Sobatku
Kan kubingkai indoh selalu kebersamaan kita . . . . . ..

< Almamaterku
Terimakasih untuk semua yang telah engkau berikan , ... ...
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Akhirnya harapan penulis, semoga laporan yang masih jauh dar sempurna
i dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

AT i s

Jember, Oktober 2001 Penulis

vl
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L PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan bangsa Indonesia sekarang i telah memasuki abad baru
dalam eri kemajuan zaman yang lebih maju, maka pembangunan nasional
digrahkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar mandiri
dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Prinsip kemandirian dalam pembangunan
mengutamakan dana untuk pembiayaan yang digali baik dari sumber kemampuan
sendiri maupun dari luar negeri yang secara lerus menerus ataupun bertahap tetap
dibutuhkan. Pelaksanaan pembangunan merupakan hak, kewajiban dan tanggung
jawab seluruh rakyat Indonesia yang salah satu bentuk fanggung jawabnya adalah
keikutsertaannya dalam menyumbangkan sebagian kekayaannya melalui pajak

Pajak merupakan iuran wapb rakyat kepada negara yang berdasarkan
undang-undang, dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontra prestasi
secara  langsung vang digunakan untuk  membiayal pengeluaran  demi
kesinambungan pembangunan nasional.

Penerimaan negara vang berasal dari sekior pajak khususnya pajak
penghasilan yang berasal dari pendapatan rakyat dewasa ini semakin ditingkatkan
sejalan dengan berkurangnya peranan sekior migas sebagai andalan sumber
penarimaan negara, oleh sebab itu diperlukan adanya suatu sistem dan pelayanan
di bidang perpajakan

Agar lercapai suatu hasil yang maksimal dalam sistem perpajakan nastonal
diperlukan adanva dua unsur pentung vang tidak dapat dipisahkan satu dengan
lairnya, vaitu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan
admimistrasi di bidang perpajekan,

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan
vaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No 10 Tahun 1994, dan diubah terakhir yaite dengan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2000. Sedangkan admimstrasi di bidang perpajakan
berperan penting dalam melaksanakan pemungutan pajak, yang meliputi tugas-
tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

1
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Pemungutan pajak di Indonasia khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 tetap berdasarkan sistem Self Asvessment, yang artinya dalam sistem tersebut
masyarakal wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk
menghitung, menvetor (membayar), dan melaporkan sendin besamya jumlah
pajak yvang harus dibavar. Pemenntah dalam hal ini Direkiorat Jendral (Dingen)
Pajak schagai otoritas pajak, tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak
vang lerutang,

Pembinaan terhadap masyarakat wajib pajak dapat dilakuksn melalm
berbagal upaya antara lain berupa pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan
baik melalw media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.
Melalw wpaya peningkatan sistem admimistras: perpajakan, diharapkan prosedur
pemungutan pajak akan lebih intensif disertai dengan aparat perpajakan yang
semakin kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan
masyarakat, sehingga pendapatan negara dan sektor pajak dapat meningkat,

Mengingat begitu Juas dan banyaknya wajib pajak penghasilan pasal 21,
maka dalam penyusunan laporan i penulis hanva mengambil salah satu wajib
pajak vaiu wajib pajak untuk penghasilan pegawa telap yang menernma atau
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara berkala atau diperoleh
sgcara leratur (setap bulan).

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan laporan Prakiek Kerja
MNyaia ini, penulis mengambil judul - “Prosedur Adminisirasi Pemungutan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kanior Pelayanan Pajak Probolinggo™.
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1.2 Tujoan dan Kegunaan Prakiek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Prakiek Kerja Nyata ini

adalah

a. Uniluk mengetahui dan memahann secara langsung proses pelaksanaan
administrasi pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan pegaw letap;

b. Untuk memperoleh pengalaman praktis khususnya yang berkaitan dengan
masaleh administrasi pemungutan PPh Pasal 21 pada kantor Pelayanan Pajak
Probolinggo.

1.2.2 Kegunaan Prakick Kerja Nyata

Kegunaan dari diadakannya Prakiek Kerja Nyata ini adalah untuk dapat
memperoleh bekal serta pengalaman vang nyata di bidang admimsiras:
pemungutan PPh pasal 21,

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Prakiek Kerja Nyata
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata
Prakiek Kerja Nvata ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak yang
berlokasi di JI Mastrip No, 169 =171 Probolinggo - 67213
Telp : (0335) 420472 | 420473

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja MNvata ini berlangsung selama kurang lebih 144 jam,
perhitungan ini didasarkan pada jam kerja efekuf yang telah ditetapkan Fakultas
Ekonomi Program Diploma 111 Universitas Jember, dimulai dar tanggal 16 Juli
sampai dengan 16 Agustus 2001,
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1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Jemis kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Myata dapat
dijelaskan secara singkat sebagai benikut:
i Mengecek Surat Pembentahuan (SPT) MasaTahunan PPh Pasal 21;
b Menelaah dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa PPh pasal 21
dan laporan lainnya yang berkaitan,
Menpecek Surat Setoran Pajak (SSP),
Mencatat dalam Buku Tabelaris,
Membantu merekam SPT MasaTahunan dalam komputer;
. Membantu wajib pajak di Tempat Pelayanan Terpadu (TFT),
g Membuat dafar wajb pajak vang akan dibuatkan STP,

= =

i
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2.1 Administrasi

2.1.1 Pengertian Administrasi

Administrasi vang berasal dan istilah  adeinistretion . mengandung

berbaga makna dan pengertian mulai dan yang paling sempit sampai pada yang

paling luas vang semuanya sckaligus dapat ditemukan dalam suatu lingkungan
tertentu yang disebut orgamsas (Ulben Silalahi, 1992 5).

Pengertian Administrasi adalah scgenap proses penyelenggaraan dalam

setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapal tujuan tertentu (The
Liang Gie, 1995: 9),
Menurut Soekarno ( 1994; 9) Pengertian administrasi ada dua vaitie

1.

| ]

Administrasi dalam arti sempit vaitu tata usaha disegala bidang kegiatan yang

meliputi wlis-menulis, mengetik korespondensi, kearsipan dan scbagainya,

Administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari tiga sudut vaitu

a) Dari sudut proses, merupakan keseluruhan proses vang dinilar dan proses

b

C)

pemikiran, perencanaan, pengaturan, pengawasan atau pengendalian
sampai pada proses pencapaian tujuan,

Dart  sudut  fungsi, merepakan keseluruhan kegatan yang  harnis
dilaksanakan dengan sabar oleh sescorang atau sekelompok orang,

Dari sudut kepranataan, merupakan sekelompok orang vang scoara tertentu

melakukan aktivitas untuk mecapal tujuan.

Definisi administrasi dan beberapa sarjana (Dann Suganda, 1991:9)

I

Luther Gullick, admnistrsi berkaitan dengan pelaksanaan penyelesasan

pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan;

John M. Piffner, administrasi dapat didefinisikan sebagal pengorganisasian

dan pengerahan sumber-sumber tenaga kerja dan materi untuk mencapai
tujuan akhir yang dikehendaki,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ll

William H. Newman, administrasi adalah memimpin, membimbing, dan
mengontrol usaha-usaha manusia untuk mencapai tujuan bersama,

. Dwight Waldo, administrasi adalah bentuk dava upava manusia vang

kooperatif yang memepunyai tingkat rasional yang tinggi.
Dari uraian diatas dapat ditank kesimpulan bahwa administras: adalah

proses penyelengparaan, proses kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

atau dengan kata lain di dalam keadnan bagaimana dan dimana saja asalkan ada

kegiatan kerja {aktivitas kerja) serta ada tujuan yang hendak dicapai maka di situ

ada administras:.

2.1.2 Unsur-unsur Administrasi

Tertib administrasi dapat dibedakan menjadi delapan unsur sebagai berikut

(The Liang Gie, 1995: 16) :

rd

laid

Pengorganisasian, vaitu rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka yang
menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari usaha kerja sama vang bersanghutan;
Manajemen, yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan
sepenap fasilitas kerja agar tujuan kera sama itu benar-benar tercapm,

Tata Hubungan, yaitu rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu
pelaksana pada pihak lain dalam usaha kerja sama i |

Kepepgawaian, vaitu rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga
kerja vang diperlukan dalam usaha kerja sama itu;

Kevangan, yaitu rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan
dalam usaha kena sama i,

Pembekalan, yaitu rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian,
mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan dalam
usaha kerja sama itu

Tata usaha, yaitu merupakan rangkaian perbuatan menghimpu, menghimpun,
mencatat, menggnnc;akm, mengolah, mengirim, dan menyimpan Keterangan-
keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang dilakukan;
Perwakilan, vaitu merupakan rangkaian perbuatan dalam  menghimpun
hubungan baik dan hubungan masyarakat dalam kerjasama.
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Kedelapan unsur administrasi tersebut saling berkaitan erat sekali sehingga
merupakan kesatuan vang tidak terpisahkan yang menunjang saluran proses
pekerjaan vang dilakukan oleh sckelompok orang dalam usaha kerja sama untuk
mencapa tujuan lerenty,

13 Tujuan Administrasi
Menurut The Liang Gie (1995: 14} tujuan administrasi terdin dan lima
bagian antara lain:
|, Memberikan ikhtisar-tkhtisar informas:i vang dianalisa mengenai akiivitas-
aktivitas operasional vang terdapat dalem perusahaan,

1=

hMemberikan informasi secara ferperinci mengenal Orang-Orang, operasi-
operasl, persctujuan-persetujuan untuk melaksanakan keputusan, peraturan

dan perjan)an.

1.1 Pajak Penghasilan
2.2.1 Pengertinn Pajak Penghasilan

Pajak Penghastlan adalah pajak vang dikenakan atas penghasilan yang
diterima dalam jangka wakiu tertentu { Tunas Harivulianio, 1993 1)

2.2.2 Jenis Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan terdin dan berbagal macam jenis antara lain (Tunas
Harivulianto, 1995:3)
. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honoranum, tunjangan atau
kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri,

(]

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak vang dipungul oleh
bendaharawan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, instansilembaga,
berkenaan dengan pembayaran atas penyverahan barang, dan badan-badan
tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenasan dengan kegiatan dibidang
impor atau kepatan usaha di bidang lain;
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Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam
negeri dalam bentuk badan usaha tetap yang berasal dari modal, penverahan
jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lam;

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 merupakan pajak vang dibayarkan di luar
negen atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang
dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan vang terutang atas selurub
penghasilan wajib pajak dalam negen;

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pajak vang harus dibayar sendin
oleh wajib pajak yang terdini dari orang pribadi dan badan untuk setiap bulan
dalam tahun pajak berjalan:

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 mcrupakan pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan vang bersumber dar dalam negeri yang diterima
oleh wagib pajak luar negen

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.3.1 Dasar Hukum PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan adalah bagian dan berbagai macam jenis pajak vang

ada mempunyai landasan hukum yang mengaturnya. Adapun landasan hukum dan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tunas Hanyuhianto, 1995:10) adalah |

)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Megara RI Th 1983 No. 49, Tambahan Lembaran
Megara Mo, 3262 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
No.16 Th 2000 (Lembaran Negara RI Th 2000 No 126, Tambahan Lembaran
Mepara Mo 3984 ),

Undang-Undang No.7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Rl Th 1983 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263} sebagaimana
diubgh terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Th 2000 (Lembaran Negara
RI Th 2000 No. 127, Tambahan Lembaran Megara Mo, 3985);
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3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-545/P12000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan, Pemotongan, Penvetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
21 dan Pasal 26 schubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegatan orang
pribadi.

1.3.1 Wajib Pajak PPh Pasal 21
Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajb pajak
PPh pasal 21 adalah orang pnibadi vang ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan termasuk pemotong dan pemungut PPh pasal 21. Adapun yang
termasuk wajib pajak PPh pasal 21 adalah :
|} Pegawai Tetap
acdalal orang pribadi yang bekerja pada pemben kerja yang menerima atau
menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara berkala
termasuk angpota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas vang secara
eratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara
langsung;
2) Pegawal Lepas
adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima
imbalan apabila orang pribadi vang bersangkutan bekerja; |
3} Penerima Pensiun
adalahy orang pribadi atau ahli warisnya yang menerimé atau memperoleh
penghasilan untuk pekerjaan vang dilakukan dimasa lalu termasuk orang
pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Har Tua (THT):
4) Penerima Honorarium
wdalak orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan
dengan jasa jabatan atau kegiatan yang dilakukan;
5) Penerima Lipah
adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
borongan, dan upah satuan.
Uraian di atas diharapkan supaya masyarakat mengerti tentang siapa saja
vang termasuk wajib majak. Waib pajak  dituntut  untuk  menyelesaikan
kewajibannya dalam hal perpajakan, dan m telah diatur dalam Undang-Undang
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2.3.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21
2.3.3.1 Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21
Hak-hak wajib pajak PPh pasal 21 (Mardiasmo, 2000:135) adalah:

I} Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada
pemotong pajak;

) Wajib pajuk berhak mengajukan Surat Keberatan kepada Direkiur Jenderal
Pajak, jika PPh pasal 21 vang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesum
dengan peraturan yang berlaku;

31 Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secars tertulis kepada
Badan Penyelesnian Sengketa Pajak (BPSP) terhadap keputusan MEngenal
keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

233 2 Kewajiban Wajib Pajak Pasal 21

Kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 (Mardiasmo, 2000: 136) adalah:

1) Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong
pajak vang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun
takwim atau pada permulaan menjadi subyek pajak dalam negen,

2) Wajib pojak jugs berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepaca
pemotong pajak dalam hal ada perubshan jumlah tanggungan keluarga pada
permulaan tahun takwim,

3) Wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT Tahunan, jika wajib pajak
mempunyai penghasilan lebih dan satu pemben kerja.

2.3.4 Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21
Wajib pajak vang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan
yang dipotong PPh pasal 21 menurut Tunas Hariyulianto (1995.13) adalah:

1} Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari negarn
asing, dan orang-orang vang diperbantukan kepada mereka, dengan syaral
bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya.
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71 Pejabat Perwakilan Organisasi Imernasional sebagarmana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Kevangan No 661/KMEK.04/1994 Tangegal 23 Desember
1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan atau pekeraan lain untuk memeperoleh penghasilan

di Indonesia.

2.3.5 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT
Sanksi apabila tidak menyampaikan SPTierlambat  menyampaikan

{ Tyahjono dan Husain, 1997; 57) adalah:

a. Jika SPT vang disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu vang ditentukan
maka akan dikenakan sanksi admimstrasi berupa denda, untuk SPT Masa
sebesar Rp 50.000 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 100,000,

b. Apabila pemotong pajak karena kealpaan tidak menyampatkan SPT Tahunan
atau menvampaikan tetapi isinya tidak benar, diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya | tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah
paiak vang lerutang.

2.4 Obyek Pajak dan Penghasilan Yang Dikecualikan PPh Pasal 11
2.4.1 Obyek Pajak PPh Pasal 21

Obvek pajak penghasilan adalah penghasilan yait sets@ap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperaleh wajib pajak baik yang berasal
dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi dan
untuk menambah kekayaan wapb pajgk yang bersangkutan (Lindang-lindang

Mo, 16 Tahun 2000 ¢ K1)

Adapun yang termasuk ohvek pajak PPh pasal 21 adalah:

1) Penghasilan vang diterima atau vang diperoleh secara teratur berupa uang
pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honoranum anggota dewan
komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, vang lembur, uang
sokongan, beasiswa vang dibayar pemberi kerja;

2} Penghasilan vang diterima atau diperoleh secara tdak teratur berupa jasa
produksi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan,
dan penghasilan sejenis lainnya,
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3} Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;

4) Honorarium, vang saku, hadiah, dan penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajb pajak
dalam nmegern.

Dar ketentuan  tersebut  jelas bahwa penghasilan-penghasilan  vang
diperoleh wajib pajak dan dikenakan PPh pasal 21. Hal i perlu diketahui bag:
semua wajib pajak dan pemotong pajak.

2.4.2 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21
Terdapat beberapa pengecualian dan penghasilan yang dikenakan PPh

pasal 21 vaitu

|} Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecclakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa;

2} Penerimaan dalam bentuk natura, dan kenikmatan kecuali vang diberikan oleh
bukan wajib pajak;

3) luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Kevanpgan,

2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Yang bertindak sebagai pemotong pajak PPh pasal 21 yang selanjutnya
disingkat "Pemotong Pajak™ (Waluyo dan Wirawan, 2000: 118-119) adalah :

1} Pemberi kerja terdin dari Orang Pribadi dan Badan, termasuk Bentuk Usaha
Tetap (BUT), Badan atau Organisasi [nmemasional yang tidak dikecualikan
sebapal pemotong pajak berdasarkan keputusan Menten Keuangan;

7} Bendaharawan Pemerintah termasuk Bendaharawan pada Pemerintah Pusat,
Daerah, Instansi, atau Lembaga Pemenntah, Lembaga Negara, dan Kedutaun
Besar RI di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honor, tunjangan, dan
pembavaran lain dengan nama apapun schubungan dengan pekeraan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan;
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3) Dana Pensiun, PT Astek, PT Jamsosiek, Badan Penyelenggara Jamsostek,
serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun Tabungan Hari Tua
(THT);

4) Perusahasn, Badan, dan BUT, yang membayar honorarium atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa
tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negen yang melakukan pekerjaan
bebas,

5) Yayasan, Lembaga, Kepanitiaan, Asosiasi, Perkumpuolan, dan Organisasi
dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagal pembayar gaji, upah,
honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6} Perusahaan, Badan, dan BUT yang membavarkan honorarium atau imbalan
lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

2.5.1 Dikecualikan Sebagai Pemotong Pajak
Tidak termasuk sebapmi pemotong pajak  vang  wajib  melakukan
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah:
17 Badan perwakilan negara asing;
2} Organisasi Internasional vang dikecualikan sebapai pemotong PPh pasal 21

berdasarkan Keputusan Menten Keuangan,

2.5.2 Hak Pemotong Pajak PPh Pasal 21
Hak pemotong pajak PPh pasal 21({ Mardiasmo, 2000: 136-137 ) adalah:

1} Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpamang
jangka waktu penvampaian SPT Tahunan PPh pasal 21;

21 Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal
21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 vang terhutang pada bulan
berkutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan;

3} Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendin SPT atas kemauan sendin
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun
sesudah saal terhutangnya pajak atau berakhimya masa pajak;
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4) Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak;

5) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis
kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenar keberatannya
vang ditctapkan olch Dirjen Pajak.

1,53 Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 11
Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 (TChaizi Nasucha, 1999 141}
adalah:

I} Pemotong pajak PPh pasal 21 wajib memberi bukti pemotongan PPh pasal 21
baik diminta maupuntidak pada saat dilakukannya pemotangan pajak kepada
arang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun
penerima THT penerima persangon, dan penenma dana pensiunan pasti,

2} Pemotong pajak PPh pasal 21 wajib memberikan buku pemotongan FPh pasal
21 tahunan (Form 1721-Al atau 1721-A2) kepada pegawan tetap, termasuk
penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim
berakhir;

3) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun
takwim maka bukti pemotongan (Form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh
pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai berhenti bekerja
atau pensiun,

4) Penerima pensiun wajib menyerahkan surat pemyataan kepada pemotong
pajak PPh pasal 21 vang menvatakan jumlah tanggungan keluarge pada
permulaan tahun takwim atau pada permulaan memjadi subyek Wﬁ.dﬂinm
THERET,

5) Untuk melaksanakan kewajiban PPh pasal 21, pemaotong pajak atau pember
kerja agar menggunakan buku petunjuk pemotongan PPh pasal 21,
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2.6 Penghitungan dan Tarif PPh Pasal 21
2.6.1 Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitunpan PPh pasal 21 untuk pegawal tetap (Chaiz Masucha, 1999

145) adalah:

1)

2)

3)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi
dengan biava jabatan, wuran pensiun, termasuk iuran Tabungan Harl Tua;
Taril Biaya Jabatan

Biaya jabatan vaitu biava untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara,
penghasilan  berdasarkan SE-42/PJ 431998 vang besarnva 5%  dan
penghasilan bruto setinggi-tingginya Bp 1.296.000 setahun atau Bp 108 000
sebulan,

Besarnya PTKP

Muls tahun pajak 1999, diberlakukan PTKF baru untuk pelaporan SPT
Tahunan PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KME/1998
tanggal 28 Juli 1998 tentang besamya PTKP, yakmi:

- Untuk wajib pajak Rp 2.880.000/th Rp 240.000 / bl
- Wajib pajak status kawin REp 1.440.000 / th Rp 120,000/ bl
-~ Istr vang berpenghasilan dan

pekerjaan yang tidak ada hu-

bungannya dengan usaha suami  Rp 2.880.000 / th Rp 240000/ bl
- Tambahan untuk setiap anggota

keluarga (maksimal 3 orang) Rp 1 440,000/ 1h Rp 120,000/ b

Keterangan:

(1} Tambahan untuk setiap anggota keluarga maksudnya adalah tambahan
anggota keluarga vang sedargh dan semenda dalam gans keturunan lurus
seria anak angkat yang menjadi tanggungan sepenubnya paling banyak
biga orang,

{2) Untuk karyawat kawin, PTKP yang dikurangkan hanya untuk dinnya
sendiri, dan Kkarvawati vang menunjukkan keterangan tertulis dan
pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima menenima
penghasilan;
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(1) Besarnya PTKP bapi penerima upah hanan berdasarkan KMK No.520 /
KMEK 04 / 1998 tanggal 28 Desember 1998 batas penghasilan bruto bag
upah harian,mingguan, satuan vang tidak dikenakan PP'h pasal 21 adalah
R 24 000 per har

2.6.2 Taril PPh Pasal 21
Tarif pajak vang dikenakan atas PKP berdasarkan tanf pasal 17 ULl No.7
tahun 1983 vang telah diubah terakir dengan UL No.17 tahun 2000, berlaku
terhiung mulad mné_gul 01 Januan 2001, adalah sebaga benikut:
(1)} Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000
dikenakan tarif sebesar 5 %a;
{(2) Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100,000,000
dikenakan tarif sebesar 10 %;
{3} Penghasilan bruto di atas Rp 100,000,000 sampai dengan Rp 200,000,000
dikenakan tarif sebesar 15 %
{4} Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000 dikenakan tanf sebesar 25%.

2.7 Tata Cara dan Batas Wakiu Pembayaran PPh Pasal 11
2,7.1 Tata Cara Pembayaran Pajak FP'h Pasal 21

Pembayaran masa pajak penghasilan pasal 21 dilakukan misalnya )ika
sebuah  perusahaan membayar gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas
wsa kepada karvawan, maka anda sebagai pemberi kema wajib melakukan
pemotongan pajak atas penghasilan itu sebelum dibayarkan kepada yang
bersangkutan {pegawai)

Pajak yang telah dipotong perusashaan tersebut, harus disctor ke bank
persepsi atau kantor pos dan giro vang ditunjuk, dengan menggunaken S5F setiap
bulen paling lambat tanggal 10 bulan benkutnva,
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4.7.1 Batas Wakiu Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21

Apabila pada tanggal penyetoran tersebut jatuh pada hari libur, maka
penyetoran dilakukan pada han kerja berikutnya schelum akhir penvetoran,
Misalnya untuk jatuh tempo pembayaran masa PPh pasal 21 adalah tanggal 10
dan beriepatan dengan hari libur, maka pembayaran harus dilakukan sebelum
tanggal tersebut dan apabila pembayaran dilakukan tanggal 11 maka wajib pajak
tersebut dikategorikan terlambat bayar serta dikenakan sanksi bunga sebesar 2 %
per bulan dan jumlah pajak yang terhutang atau kurang bavar,

Untuk mempermudah dalam menetapkan batas waktu penvetoran atau
pembayaran SPT bailk Masa maupun Tahunan, berikut disampaikan batas waktu
penyampaian dan penyetoran SPT pada tabel 1 dan 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Surat Pembentahuan (SPT) Masa / bulanan

No | Jenis Pajak Yang | BaasWakiu |  Batas Waktu
| menyampaikan |  Penyetoran | Penvampaian SPT
. SPT |
| | PPh Pasal 21 | Pemotong PPh Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan |
pasal 21 takwim takwim bernkuinva
benkutnya seteleh | setelah Masa Pajak
Masa Pajak Berakhir
| berakhir ,
|2 | PPh Pasal 21| Wajib Pajak yang | Tanggal 15 bulan | Tanggal 20 bulan
- mempunyai | takwim berikutnya | takwim  berikutnya
' NPWP setelah Masa Pajak| sctelah Masa Pajak
o berakhir Berakhir

Tabel 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

‘Mo | Jenis Pajak Yang Batas Waktu Batas Waktu
menyampaikan Penyetoran Penyampaian SPT
SPT ,
| | SPT Tahunan | Pemotong FPh | Tanggal 25 bulan | Selambatnya 3 i
PPh pasal 21 | pasal 21 ke-tiga setelah bulan setelah |
| tahun pajak Tahun Pajak
| | berakhir (untuk | berakhir tangaal 31
; i kurang bayar maret i
' | tanggal 25 maret) |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Probolingzo, 200 |
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2.8 Istilah dalam Ketentnan Umuom Perpajakan Berkaitan dengan PPh
Pasal 21
Dalam pembahasan Ketentuan Umum Perpajakan (KUFP) vang termaktub
dalam Undang-Undang Mo, 9 Tahun 1994 akan di jumpai istilah-sulah yang
sudah baku Istilah yang berkaitan dengan PPh pasal 21 tersebut antara lain
adaluh

a. Masa Pajak adaleh Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menten Keuangan,

b, Tahun Pajak adalah Jangka wakiu satu tahun takwim, kecuali bila wapb pajak
menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan tahun takwim,

€. Surat Seioran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vang terutang ke kas
negara atay ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menten
Keuanpgan;

d Surat Tagihan Pajak (STP) adaleh Sural untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sankst admimstrasi berupa bunga atau denda;

e. Pajak Terutang acfalah Pajak vang harus dibavar pada sutu saat dalam masa
pajak, tahun pajak menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan;

i, Surat Paksa adelah Surat penintah membayar pajak dan tagthan vang berkaitan
dengan pajik,

i Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Sural yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang,

h. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat vang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang
terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat;

i, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat yang oleh wapb pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak vang
lerutang dalam suatu tahun pajak.
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3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelavanan Pajak Probolinggo

Kantor Pelayanan Pajak semufa merupakan Kantor Dinas Luar Tingkat |
vang menjadi bagian dan Kanlor Inspeksi Pajak Malang yvang membawali
kKotamadya dan Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang Tanggal 15
Jumi 1998 Kantor Inspeksi Pajak Malang dipecah menjadi dua tempat, yaitu;
Kantor Inspeksi Pajak Malang dan Kantor Inspeksi Pajak Pasurean

Sejalan dengan lajn pertumbuhan ekonomu di Jawa Timur, daerah
Probolinggo berkembang menjadi wilayah yang pendapatannya cukup tinggi dan
berpotensi untuk terus ditingkatkan, hal ini berarti penenmaan pajak semakin
tinggi pula, Pada tanggal | Apnl 1990 berdirilah Kantor Pelayanan Pajak yang
berkedudukan di Jalan Surove No.o 2% Probolinggo, Wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Probolinggo meliputi Kotamadya dan Kabupaien Probolinggo
serta Kabupaten Lumajang,

Pada bulan desember [994 Kantor Pelavanan Pajak Probolinggo
menempat  gedung baru, terletak di Jalan Mastnp Noo 169-171 vang
peresmiannva dilakukan pada tanggal 10 Mei 1996 oleh Direktur Jendzral Pajak
r. Fuad Bawazier. Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo merupakan unsur
pelaksana dar Dhrektorat Jenderzl Pajak vang berada di bawah Kanwil IX Jawa

Tromur

3.2 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Pajak

Sesual dengan namanya Kantor Pelayanan Pajak merupakan instansi yang
ditunjuk pemerintah untuk membenkan pelavanan perpajakan kepada masvarakat
atau wajib pajak. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan atas penggalian potensi
pajak dengan mengadakan penyuluhan perpajakan, pelayanan NPWP, pelayanan
penerimaan pajak, restitusi pajak, pelayanan atas keberatan, dan pelayanan atas
angsuran dan penundaan pajak.

19
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3.3 Kegiatan Kantor Penvuluhan Pajak (Kapenpa)

Kantor Penvuluhan Pajak secara struktural berada di bawah KPP yang
bertugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan serta konsultasi di bidang
perpajakan kepada masvarakat, meliputi semua jenis pajak vang menjadi
wewenang pemungutan Dirjen Pajak. Untuk menvelenggarakan urusan tersebut
Kantor Penwvuluhan Pajak, berfugas:

a  Mengkoordinasi penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPM), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepada masyarakal, .

b, Mengkoordinasikan pelayanan konsultasi di bidang Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan WNilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seria pajak ndak langsung
lainnva kepada masyarakat.

3.4 Tata Laksana Kerja di Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo

Dalam pelaksanaan kerja di Kantor Pelayanan Pajak Frobolinggo
dilaksanakan atas panduan dari buku pedoman kerja setiap seksi dan sub bagian
tata usaha dengan dibanmtu oleh staffpetugas di bawahnya. Berikut ini uraian
singkat tentang struktur orgamisasi, gambar struktur organisasi beserta uraian
tugas setiap seksi pada Kantor Pelavanan Pajak Probolinggo,

3.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R1 Nomor 162/EME.01/1997
tanggal 10 April 1997, Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo termasuk dalam
klasifikasi tipe A sehingga struktur organisasinya terdini dan beberapa seksi yang
masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi dan pada sub bagian wmum
dipimpin oleh kepala sub bagian umum, Struktur orgamisasi Kantor Pelayanan
Pajak Probolinggo terlampir dalam gambar 1.
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3.4.2 Uraian Tugas
|, Kepala Kartor Pelavanan Pajak
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelavanan
perpajakan di bidang PPh, PPN, PPnBM dan PTLL berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuban pemenuhan
kewajiban pajak. Adapun tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah;
a. Menetapkan rencana kerja Kantor Pelavanan Pajak agar pelaksanaan tugas
pelavanan perpajakan dapat berjalan lancar dan terpadu;
b, Menyusun rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,
perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun
el

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang tata

L}

usaha, kepegawnian, keuangan, dan rumah tangga dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas kantor pelayanan pajak. Dalam melaksanakan tugas di
bidang penatausahaan, berkas perpajaken sesuai dengan peraturan vang
berlaku agar terselenggara tertib administrasi perpajakan.

2 Sub Ragtan Tata Usaha
Sub bagian tata usaha ini bertangpung jawab langsung kepada Kepala KPP
dan mengkoordinasikan kerja masing-masing kepala urusan, adapun tugas kepala
lrusan, adalah:
1) Tata Usaha dan Kepegawaian, bertugas melakukan urusan tata usaha,
kepegawaian, dan lapangan,
2} Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan yang meliputi masalah
pengolahan penggajian pegawai;
3} Rumah tangga, bertugas mengurusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah
tangga dalam pengadsan bardng, pemeliharsan taman, gudang, dan
Keamanan
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I Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggungjawab langsung

kepada Kepala KPP dan mengkoordinasikan kerja masing-masing kepala sub
sehsi, adapun tugas Kepala Sub Seksi adalah :

i)

3}

Sub Seksi Penpolahan Date Masukan dan Keluaran, bertugas melakukan
penatausahaan data masukan dan data keluaran perpajakan, response,
editing, traskrip, serta mengadakan perbaikan hasil rekaman data
perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyajian
informas) perpajakan yang akurat;

Sub Scksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, bertugas mengolah
data perpajakan dengan cara merekam kedata disket atau sarana lain guna
menyajikan informasi perpajakan;

Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak,
bertugas menyvimpan dan melavani peminjaman data wajib pajak, serta
pencarian data, menyajikan date potensi ekstensifikasi wajib pajak dan
menyusun monografi pajak

Sekad Taie Uvaha Perpajakan

Kepala seksi Tata Usaha Perpajakan bertangpungjawab langsung dengan

Repala KPP dan dibantu oleh kepala sub seksi -

1

3)

Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak dalam membuat Nomar Pokok Wajib
Pajak (NPWP), bertugas melayani pendaflaran wajib pajak dalam
membuat NPWF dan mengukuhkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak
(MPPEP};

Sub Seksi Surat Pemberitahuan (SPT), bertugas menerima dan mengecek
SPT Masa dan SPT Tahunan:

Sub Seksi Ketepatan dan Kearsipan Wajib Pajak,
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5. Seksi PP Perseorargan
Seksi PPh Perseorangan terdiri dari
1) Sub Seksi Pengawasan Pembavaran Masa PPh Perseorangan, bertugas
melakukan urusan pemantauan penatausahaan pembayaran  masa,
penelashan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa, urusan
penerimaan, penatausahaan, dan penpécekan surat pemberitahuan masa
pajak penghasilan perseorangan,
2) Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan, beriugas melakukan tugas
verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh perseorangan bagi wayib pajak
vang tidak terdafiar dan wajib pajak yvang tidak memasukkan SPT.
6, Seksi P Badan

Kepala scksi PPh Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP
dan mengkoordinasi kerja masing-masing kepala sub seksi, adapun tugas kepala
sub seksi ;

1) Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan, bertugas memantau,
menatsusahakan pembavaran masa, penerimaan, perekaman, pengecekan,
dan menatausahakan SPT Masa PPh Badan;

2} Sub Seksi Verifikasi PPh Badan, bertugas dalam pelaksanaan verifikasi
atas SPT Masa dan Tahunan PPh Badan bagi wajib pajak vang tidak
terdafar dan wajib pajak vang tidak memasukkan SPT

7 Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
Seks Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan bertanggungjawab
tangsung kepada Kepala KPP dan mengkoordinasikan kerja masing-masing
repala sub seksi, adapun tugas kepala sub seksi adalah:
) Sub Seksi pemotongan dan pemungutan PPh, bertugas memantau
penatausahaan p:mha}wan masa, penerimaan, pengecekan, dan
perekaman SPT PPh karvawan, rekanan, sewa, bunga deviden, dan royalti,
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2} Sub Seksi Venfikasi Pemotongan dan Pemungutan, bertugas melakukan
verifikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh karyawan, rekanan, sewa,
bunga, deviden, rovalt, bagi wajib pajak vang tidak terdaftar dan tidak
menyampatkan SPT

8. Seksi Pajak Periambafan Niai (PPN dan Pajak Tidak Langsung Laimma

(PTLL)

Seksi PPN dan PTLL mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan

dan pengecekan SPT, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha
kena Pajak (PKP) dan kepatubhan SPT Masa, melakukan urusan venfikas: atas
SPT Masa PPN, PPnBM, dan PTLL. Dalam ssksi PPN dan PTLL terdin dari

empat sub seksi, yaitu
1} Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industn

Menyusun rencana kega sub seksi PPN Industri sebagai bahan
penyusunan rencana kerja seksi PPN dan PTLL,

Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN, PPnBM
Industn,

Melakukan penatausahaan Sural Setoran Pajak (35P) PPN Industri
dalam rangka pengawasan pembavaran,

Menyiapakan konsep Surat Tagihan Pajak (STFP) kepada PKFP vang
belum memasukkan SPT Masa PPN Industri untuk mengingatkan
PKP atas kewajiban pajaknya;

Menyiapkan konsep laporan bulanan KPP bidang industrl sesual
dengan ketentuan vyang berlaku scbagai  penanggungjawaban
pelaksanaan tugas

2} Sub Seksi PPN Perdagangan

Menyusun rencana kena sub seksi PPN Perdagangan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja seksi PPN dan PTLL;

Melakukan penatausahaan dan  pengecekan  SPT Masa PPN
Perdagangan;

Melakukan penatausahaan Surat  Setoran  Pmak (5SP) PPN
Perdagangan dalam rangka pengawasan pembayaran,
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d. Menyiapkan konsep Sural Tagithan Pajak (S3TP) kepada PKP yang
belum memasukkan SPT Masa PPN Perdagangan  untuk
mengingatkan PKP atas kewajiban pajaknya;

e Menviapkan konsep laporan bulanan KPP bidang perdapangan sesua
dengan ketentuan vang berlaku sebagai pertangpung  jawaban
pelaksanaan tugas

Sub Seksi PPN Jasa

a.  Menyusun rencana kerja Sub seksi PPN Jasa sebagai  bahan
penyusunan rencana kera scksi PPN dan PTLL:;

b. Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa PPN Jasa,

c.  Melakukan penatausahaan SS5P PPN Jasa dalam rangka pengawasan
pembayaran;

d  Menyiapkan konsep STP kepada PKP vang belum memasukkan SPT
Masa PPN Jasa untuk mengingatkan PKP aas kewajiban pajaknya,

e. Menyapkan konsep laporan bulanan KPP bidang jasa sesuai dengan
ketentean vang berlaku sebagai pertanggungiawaban alas pelaksanaan
tugas,

Sub Seksi Venfikas:

a.  Menyusun rencana kerja sub seksi verifikasi PPN dan PTLL;

b, Membuat konsep Daftar Rencana Venfikasi Lapangan (DRVL) PPN
dan PPnBM berdasarkan DRVL,

¢. Membuat konsep Surat Penntah Venfikasi Lapangan {SPVL)
berdasarkan DRVL;

d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub seksi PPN dan PTLL

sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan
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W Sekwr Penggrihan

Kepala seksi Penagihan bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP

dan bertugas mengkoordinasikan kepa masing-masing kepala sub seksi, vang

terbag dalam:

I}

2]

Sub Seksi Penagiban, bertugas dalam pelaksanaan penagihan, penyiapan
laporan di bidang penagihan sesual dengan ketenfuan yang berlaku guna
tertibnya administrasi penagihan pajak.

Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak, bertugas mengelola menatausahakan
piutang pajakftunggakan pajak, membuat nota perhitungan STP, bunga
penagthan, pemberian angsuran afae penundaan pembayaran piutang
pajak, dan penghapusan piutang pajak guna menertibkan administrasi.

{10, Sexsi Penerimaan Pajak dan Keberaran

1]

3)

4}

Seksi Penerimaan Pajak dan Keberatan terdini dari

Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai lugas
melakukan uvrusan tata usaha, menyusun laporan penerimasn pajak,
membuat pembukuan restitusi, membuat register pemindah  bukuan,
mengolah dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak, seria
mempersiapkan sural keputusan pengembalian kelebiban pajak dan sural
perintah membayar kelebihan pajak;

Sub Seksi Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsilias
penerimaan pajak, pengolahan dan penvaluran Surat Setoran Pajak (SS5F)
serta surat perhitungan pajak;

Sub  Seksi Keberatan PPh, mempunya  tugas melakukan  urusan
penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh;

Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan
penyelesaian keberatan dan perselisthan PPN, PPnBM, dan PTLL.
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3.5 Penggolongan Pegawai

Penempatan pegawai pada Kantor Pelayvanan Pajak Probolinggo
disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan masing-masing seksi, sehingga
dapat dyelaskan sebagai benkut:

1. Kepala Kantor 1 orang
2. Sub Bagan Umum
- Ka Ur. Tata Usaha dan Kepegawaian 1 orang
- Ka. Ur. Keuangan 1 orang
- Ka Ur. Rumah Tangpa 1 orang
- Pelaksana 5 orang

3. seksi Pengolaban Data dan Informasi (PDI)

- Kepala Seksi 1 orang
- Ka Subsi Data Masukan dan Data Keluaran | orang
- Ka. Subsi Pengolahan Data dan Penyajian Informas | orang
- Ka Subsi Penggalian Potensi Pjk dan Ekstensifikasi WP | orang
- Pelaksana 7 orang

4. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

- Kepala Seksi 1 orang
- Ka Subsi Pendaftaran Wajib Pajak | orang
- Ka Subsi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) | orang
- Ka. Subsi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak | orang
- Pelaksana 7 orang

5. S¢kst PPh Perseorangan

- Kepala Seksi | orang
- Ka. Subsi PPM PPh Perseorangan ! 1 orang
- Ka Subsi Verifikasi PPh Perseorangan | orang

- Pelaksana 8§ orang
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10.

Seksi PPh Badan

- Kepala Seksi

- Ka. Subsi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan
- Ka. Subsi Verifikasi PPh Badan

- Pelaksana

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

- Kepala Seksi

- Ka. Subsi Pengawasan Pembayaran Masa PPh

- Ka. Subsi Venfikasi Pemotongan & Pemungutan PPh
- Pelaksana

Seksi PPN dan PTLL

- Kepala Seksi

- Ka. Subsi PPN Industni

- Ka. Subsi PPN Perdagangan

- Ka. Subsi Jaza dan PTLL

- Ka. Subsi Verifikasi

- Pelaksana

Seksi Penagihan

Kepala Seksi

Ka. Subsi Tata Usaha Piotang Pajak

Ka. Subsi Penagihan

Pelaksana

Seksi Penerimaan dan Keberatan

- Kepala Seksi

Ka. Subsi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Retribusi
Ka. Subsi Rekonsiliasi

Ka. Subsi Keberatan PPh

- Ka. Subsi Keberatan PPN dan PTLL

- Pelaksana

| orang
| orang
| orang

% orang

| orang
| orang
| orang

& orang

| orang
| orang
| orang
| orang
| orang

T orang

| orang
| orang
| orang

7 orang

1 orang
| orang
1 orang
1 orang
| orang
6 orang
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| 1. Kantor Penyuluhan Pajak
- Kepala Urusan | orang
- Pelaksana 2 orang

3.6 Jam Kerja
Dalam melaksanakan aktivitas kerjanya Kantor Pelayanan Pajak
Probolingge menggunakan jam kerja vang tidak jauh berbeda dengan kantor
lainnya pada umumnya, yartu:
a. Pada han senin sampei kamis jam kerja dimulai pukul 0730-17.00,
dengan jam istirahat 12.15-13.00;
b.  Pada hari jumat jam kerja dimulai pukul 07.30-17.00, dengan jam istirahat
11.30-13.00;
¢ Hari sabtu hibur,

3.7 Sistem Penggajian Pegawai

Sistern penggajian atau pembavaran gaji discsuaikan dengan status
pegawal dan peraturan yang telah ditetapkan Statos pegawai pada Kantor
Pelayanan Pajak Probolinggo adalah pegawai tetap yakni pegawai yang statusnya
tetap berdasarkan Surat Kepurusan (SK) dari pemerintah dengan memenuhi
kepangkatan dan mendapatkan gaji pokok beserta  tunjangan-tunjangan.
Pembayaran gajinya dilakukan pemerintah melalui seorang bendaharawan yang
ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Besarnya gaji disesuaikan dengan
tngkat pangkat dan golongan.

3.8 Tugas Pokok Pads Bagian PPh Pasal 21

Bagian PPh Pasal 21 mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan
dan pengecckan SPT Masa dan Tahunan, menyusun laporan pembayaran masa
dan melakukan pemerksaan sederhana atas SPT Masa dan Tahunan pajak
penghasilan, serta memantau wajib pajak vang tidak terdaftar dan tidak
memasukkan SPT.
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Adapun tugas tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut:

a.
b.

[

e

Memantau dan menatausahakan pembayaran masa PPh pasal 21;
Mengecek SPT Masa PPH pasal 21;

Menelaah dan menyusun laporan efektivitas pembayaran masa PPh pasal
21 dan laporun lainnya vang berkaitan;

Venfikasi atas SPT Masa dan Tahunan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yvang
tidak memasukkan SPT:

Menatausahakan PPh pasal 21 yang bersifat final

3.9 Kegiatan Pada Bagian PPh Pasal 21

Regiatan yang dilakukan pada bagian PPh pasal 21 berkaitan dengan judul

Prakrek Kerja Nvata -

. Mengecek Surat Pemberitahuan {SPT) Tahunan:

Mengecek Surat Pemberitabuan {SPT) Masa;
Mengecek Surat Setoran Pajak (S5P);

Mencatat dalam Buku Tabelaris:

Membuat daflar wajib Pajak vang akan dibuatkan STP:

Membuat Nota Perhitungan.
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I
ST

IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata vang dilaksanakan selama di Kantor
Pelayanan Pajak Probolinggo adalah dengen terjun secara langsung dan
mempelajari tata cara kerjanya. Adapun urut-urutan prosedur administrasi
pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada
Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo adalah sebagai berikut:

4.1 Prosedur Pemungutan PPh Pasal 21

Benkut 1mi akan dijelaskan prosedur-prosedur kerja yang ada pada KPP
Probolinggo berkaitan dengan administrasi pemungutan PPh pasal 21 yang
pertama dilaksanakan oleh wajib pajak vaitu dengan mendaftarkan din sebaga
wa)ib pajak pada seksi TUP dan akan mendapatkan Nomor Pokok Wapb Pajak
(NPWP), Dalam pembayarannya wajib pajak, wajib mengsi dahulu SPT
Tahunan/Masa dengan mengambil formulir pada Kantor Pelavanan Pajak
setempat dan langsung dibawa ke bank atau ke kantor pos dan giro

Setelah melakukan pembayaran, S5P lembar ke-1 dan ke-3 oleh wajib
pajak dilaporkan ke KPP, sedangkan lembar Ke-2 oleh KPP akan dilaporkan ke
KPEN sebagm pembayaran pajak pada kas negara. Lembar ke-2 dan ke-3 oleh
seksi PZPPh akan dicatat ke dalam buku tabelaris.

4.1.1 Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Dalam pengisian SPT Tahunan wajib pajak dapat mengambil formulir
pada Kantor Pelayanan Pajak setempat Dalam SPT Tahunan PPh pasal 21 terdiri
dari Induk SPT dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan vang
tidak terpisahkan. Induk SPT dan lampiran-lampirannya masing-masing diberi
nomaor, kode, dan nama formulimya adalah sebagai berikut:

32
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Tabel 3. Kode dan Nama Formulir SPT Tahunan
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'No | Kode Nama Formulir Keterangan |
Formulir el
1| i721 SPT Tahunan PPh Pasal 21 induk SPT |
2 1721-A | Daftar Pegawai Tetap dan Penenima Pensiun / | Lampiran |
Tunjangan / Tabungan Hari Tua
3 | 1721-Al | Penghasilan dan Penghitungan PPh pasal 21 | Lampiran [1
Pegawai Tetap / Pensiun / Tunjangan ateu
THT
4 1721-A2 | Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 | Lampiran [-B
, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, Pejabat
Mepgara, dan Pensiunanmya
5 | 1721-B | Daftar Pegawai Tidak Tetap atau Penerima | Lampiran LI
Honorarium dan Penghasilan Lainnya /
Penerima Penghasilan vang dikenakan PPh
Pasal 21 bersifat final / Pegawai dengan status
= wajib pajak luar negan
6 1721-C | Daftar penghasilan yang dibayarkan kepada | Lampiran 111
Pengurus / Dewan Komisaris /(Dewan
Pengawas / Tenaga Ahli

Sumber: Buku petunjuk  pengisian  SPT  Tahunan Departemen Heu.a.ngan"lil
Direktorat Jenderal Pajak

4.1.2 Prosedur Pengolahan SPT Masa
SPT Masa terdin dan :

SPT Masa PPN;

SPT Masa yang berhubunpan dengan pemotongan/pemungutan PPh pasal

21,22 26

SPT Masa wajib pajak Badan PPh pasal 25;
SPT Masa wajib pajak Orang Prnibadi pasal 25

SPT Masa PPh pasal 21 UU No. 10 tshun 1994 adalah berupa laporan SPT
Masa 21, SPT Masa 21 adalah surat yang oleh wapb pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentunn
peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika dalem SPT Masa 21 tersebut
terdapat pajak yang dipotong maka akan terlampir juga lembar 55P.
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Petugas TPT menernima SPT Masa dan wajib pajak, meneliti nama dan
NPWP sehingga menghasilkan out put komputer berupa Lembar Pengawasan
Arus Dokumen (LPAD) sebagai tanda bukti, Selanjutnya lembar ke-1 dan ke-5
bersama tanda terima ditandatangani, diisi, dan dicap untuk discrahkan pada wajib
pajak. SPT Masa lembar ke-3 dengan LPAD akan dikirim kepada Kasubsi PPM
( pengawasan pembayaran masa) bersama print oul register penerimaan SPT Masa
21 umtuk dicatat ke dalam buku register harian penerimaan SPT Mosa Petugas
buku harian penerimaan SPT Masa menyortir SPT Masa sesual urutan NPWP dan

meneruskan kepada petugas tabelaris.

4.1.3 Prosedur Pengolahan Surat Setoran Pajak (S5FP)

Surat Betoran Pajak (S8P) adalah surat yang oleh wajb pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak vang terutang ke kas pegara atau
ke tempat pembayaran vang sudah ditentukan,

SSP dapat diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah
masing-masing. Fungsi SSP sebapgai sarana membayar pajak atau scbagai bukn
dan laporan pembavaran pajak, terdin dari 5 lembar vaitu
Lembar 1@ untuk arsip wajib pajak/pengusaha kena pajak atau sebagar bukii
pembayaran,

Lembar 2 : untuk Kamor Pelayvanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Kas
Negara {KPEN) vang berfungsi sebagai bukti pembayaran,

lembar 3 ; untuk dilaporkan oleh wajib pajak PPh pasal 21 sebagai lampiran atas
pembayaran pajaknya melalui petugas TPT,

Lembar 4 - untuk bank persepsi/ pos dan giro

Lembar 5 - untuk arsip wajib pajak pemungut/pihak lain
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4.1.4 Prosedur Pencatatan Dalam Buku Tabelaris

Penanganan pertama formulir SSP setelah wajib pajak selesal mengisi dan
membavar pajak vang dilampin SSP kepada bank, wajib pajak wajib melaporkan
S5P dilampiri SPT Masa 21 pads TPT vang batas waktu lapor tanggal 20 bulan
berikutnya, baik it diterima wajib pajak langsung, lewat pos maupun melalui
Kantor Penyuluhan Pajak Setelah sampai di TPT, petugas TPT akan merekam
SPT Masa 21 disertai LPAD yang akan dikirim ke seksi P2PPh.

S3P lembar ke-2 dan lembar ke-3 selanjutnya pada seksi P2PPh akan
disortir sesuai dengan urutan NPWP untuk kemudian dibukukan dalam tabelans
Tabelars digunakan untuk mempermudah pengadministrasian pembavaran SPT
Tahunan maupun SPT Masa. Petugas pemegang buku tabelans akan mencatal
S5P lembar ke-3 dengan tinta ke dalam buku tabelans SPT Masa 21, dan akan
digabungkan dengan S3P lembar ke-2.

Petugas tabelaris PPh secara periodik meneliti dan mencetak terhadap
wajib pajak vang tidak melapor, vang akan dibuatkan daftar untuk diperingatkan
dengan SPT, dan mencruskan hasil cetakan tersebut kepada Kasubsi PPM untuk
diteliti dan memaraf print out untuk diserahkan kepada kepala kantor,

Kepala KPP menerima, meneliti, dan memaraf print out atas 100 wajip
pajak besar tetap dan mengembalikan print out melalui Kasi PZPPh. Petugas
tabelaris mencrima kembali prnint out yang telah ditelin dan diperiksa
kebenarannva sebagai alat pengawasan terhadap wajib pajak dan mempersiapkan
kembali bahan-bahan untuk pengawasan bulan berikuinya.

Dalam pencatatan ke dalam buku tabelaris ditulis nama, alama, dan
NPWP, tanggal pembayaran atau tanggal setor dan jumlah nominal (rupiah]
dengan menggunakan tinta. Laporan akan direkap setiap tiga bulan sekali untuk
mengetahul apakah timbul tagihan pajak.

4.1.5 Prosedur Pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan penelitian terhadap hasil print out, apabila ditemukan bahwa
wajib pajak belum/tidak melaksanakan kewajiban masa sesual dengan ketentuan,
petugas tabelaris akan segera membuat Lembar Penghitungan STP dan Nota
Penghitungan STP.
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Prosedur dalam pembuatan dafiar wajib pajak yang akan dikeluarkan Surat

Taghan Taghan Pajak (STP) adalah sebagai berikut:

i,

Lembar Penghitungan dan Nota penghitungan vang sudah dibuat petugas
tabelans diserahkan kepada Kasubsi PPM;

Kasubsi PPM menerima, menelitl, serta memaraf’ Lembar Penghilungan
STP dan Nota Penghitungan STP dan selanjutnya diteruskan kepada Kasi
P2PFh,

Kasi P2PPh meneliti serta menandatangani Lembar Penghitungan 5TF dan
Mota Penghitungan STP dan kemudian diberikan kepada petugas P2PPh
bersama dengan Lembar Penghitungan STP dan Nota Penghitungan S5TP
untuk ditehin;

Kasubsi P2PPh  meneliti  surat pengantar  Nota  Penghitungan,
menandatangam dan diberikan kepada Kas: P2PPh;

Kasi P2PPh meneliti surat pengantar Nota Penghitungan menandatangani
dan diberikan kepada petugas P2PPh,

Petugas P2PPh mencatat Lembar Penghitungan STP dan Nota
Penghitungan STP ke dalam buku penpawasan penerbitan STP dan
kemudian mengirimkan Lembar Penghitungan STP dan Nota
Penghitungan STP lembar ke-1 ke seksi TUP dengan menggunakan surat
pengantar Nota Penghitungan guna penerbitan STP,

Lembar ke-2 penghitungan STP dan Nota Penghitungan STF kemudian
diarsipkan pada berkas tahun berjalan masing-masing wajib pajak

4.1.6 Prosedur Pembuatan Nota Penghitungan

Sctclah sclasai pencatatan ke dalam buku tabelaris, petugas akan

memeriksa apakah wajib pajak terlambat membayar maka akan dikenakan sanksi

hunga sebesar 2% per bulan dikalikan dengan jumlsh nominal pajak yang
terlambat bayar, dan apabila terlambat lapor maka akan dikenakan denda sebesar
Rp 50000, Nota penghitungan diterbitkan jika terdapat wajib pajak yang
mengajukan surat permohonan untuk mengetahu apaksh pajak yang dibayar atau

dilaporkan telah sesuni dengan perhitungan yang dilakukan oleh petugas

verifikasi, Adapun prosedumya adalah sebagai berikut:
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Petugas seksi P2PPh menerima dan mengumpulkan Lembar Nota
Perhitungan dari petugas tabelars dan petugas pemenksa;

Nota Penghitungan dari petugas tabelaris diteruskan kepada Kasubs: PPM
P2PPh sedang Nota Penghitungan dan petugas pemenksa diteruskan
kepada Kasubsi Verifikasi PZPFh;

Kasubsi PPM dan Kasubsi Verifikasi P2PPh menerima konsep sural
pengantar Nota Penghitungan wntuk diteliti dan memaral kemudian
diserahkan kepada Kasi P2ZPPh,

Kasi P2PPh menerima, meneliti, serta memaraf pada konsep tersebut dan
meneruskan kepada petugas P2PPh untuk diketik melalui Kasubsi PPM
dan Kasubsi Verifikasi P2PPh;

Petugas seksi P2ZPPh menerima, mengetik, konsep sural pengantar Nota
Penghitungan dan Lembar Penghitungan, meneliti hasil ketikan dan
meneruskan kepada Kasubsi PPM dan Kasubsi Verifikas P2PPh;

Kasubsi PPM dan Kasubsi Verifikasi P2PPh menerima, meneliti, sera
memaraf pada surat pengantar tersebut untuk diteruskan pada Kasi P2ZPPh,
Kasi P2PPh menerima, meneliti, menandatangani, pada surat pengantar
tersebut untuk diteruskan pada petugas scksi P2PPh untuk ditatausahakan
melalui Kasubsi PPM dan Kasubsi Verifikasi PZPFh,

Petugas scksi P2PPh menerima, meneliti, mencatat ke dalam buku agenda
sural keluar dan meneruskan sural pengantar Mota Penghitungan dan
Lembar Penghitungan beserta laporannya kepada seksi TUP dengan buku
ekspedisi.
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4.2 Formulir Yang Digunakan Beserta Cara Pengisiannya
4.2.1 Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21
# Pengiviun Formudir 1721
A NPWP Pemotong Pajak: bagan imi disi dengan NPWP Pemotong Pajak
sesuai dengan vang tercantum pada kartu NPWFP
B. Nama Pemotong Pajak: bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak
sesuai dengan vang tercantum pada Kartu NPWP
C, Alamat Pemotong Pajak: bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak
sesuai dengan yang tercantum pada kartu NPWP
2. Jenis Usaha: bagian ini diisi dengan jenis usaha pokok yang dilakukan
wajib pajak secara lengkap, misalnya dagang, industr, jasa, dan lan-lain
E. Nama Pimpinan: bagian imi diisi dengan nama pimpinan darl pemotong
pajak PPh pasal 21, misalnva pimpinan perusahaon, cabang, umit, proyek,
dan instansi
F. Pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 dan pasal 26 dalam tahun
takwim yang bersangkutan, terdiri dan beberapa angka yaitu:
Angka | terdini dar,
- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : kolom ini diisi dengan seluruh jumlah pegawai tetap vang
tercantum pada formubir 1721-A bagian C (jumlah A+B)
-Kolom 3 : kolom ini diisi dengan jumlah penghasifan bruto sesua
dengan yang tercantum pada formulir 1721-A kolom 4
Angka 2 terdin dari,
- Kolom 1 ! cukup jelas
-Kolom 2 : kolom ini diisi dengan seluruh jumlah pegawar tidak letap
vang tercantum pada formulir 1721-8 kalom 2
-Kolom 3 : kolom im diisi dengan jumlah penghasilan bruto sesuai
dengan yang tercamtum pada formubir 1721-B kolom 3
-Kolom4 : kolom ini diisi dengan jumlah PPh pasal 21 dan pasal 26
yang terutang sesuai dengan jumlah vang tercantum pado
formulir 1721-B kolom 5
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Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7

Permohonan
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: jurnlah (1+2}

: PPh pasal 21/26 vang telah disetor

: STP PPh pasal 21/26 (hanya wajib pokok)

: jumlah (4+5)

: PPh pasal 21/26 yang kurang setor/yang lebih setor

Apabila ternyata jumlah pada angka 7 menunjukkan lebih setor, kelebiban
tersebut diperhitungkan oleh pemotong pajak dengan penyetoran PPh pasal
71 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali Jika
masih ada sisanya, maka sisa tersebut akan diperhitungkan dengan

penyetoran PPh pasal 21 bulan benkuinya,

Lampiran

Dalam induk SPT terdapat lampiran 1 (1721-A), lampiran 1-A (1721-Al)
beserta SSP lembar ke-3 sebagai bukt pelunasan PPh pasal 21.
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Tabel 4. Contoh Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721)

NPWP Pemotong Pajak  : 01.637.451.0.625
Nama Pemotong Pajak  : CV. BERLIAN
Alamat Pemotong Pajak - JL. Pelita No. 30
| Kota/Kode Pos ' Probolinggo / 67273
| Telepon {0335 680433
Jemis Usaha . Dagang
| Kode KLU 1.
Nama Pimpinan . Drs. Wahyudi
Golongan Pegawai Jumiah Jumlah PPh pasal
Penerima Penghasilan 21/26
Penghasilan | Bruto Terutang
| (Rp) (Rp)
! 1. | Pegawai Tetap dan
Penerima
Pensiun/Tunjangan Hari 5 80,400,000 2.304.000
' Tua/Tabungan Han Tua
' (Diisi dari formulir 1721-A)
2. | Pegawan Tidak Tetap/
Pencrima Honorarium dan
Penghasilan
| Lainnya/Penerima
Penghasilan yang 5 12.000.000 -
Dikenakan PPh Pasal 21
' bersifat Final/Status Wajib
Pajak Luar Negen (diis1 dan
formulir 1721-B) |
| 3| Jumlah (1 + 2) 10 92400000 | 2.304.000
4. | PPh Pasal 21/Pasal 26 yang telah disetor 2.304.000
5. | STP PPh Pasal 21/Pasal 26 N
6. | Jumlah (4 + 53) 2.304.000 |

Sumber ¢ Lampiran 1, diclah
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¢ Pempisian Formuliv 1721-4A
Formulir ini merupakan dafiar nominatf pegawal tetap dan penerima
pensiunTHT serta PPh pasal 21 yang dipotong dalam tahun fakwim vang
bersangkutan.
A Daftar pegawai tetap dan penerima pensiun’ THT vang penghasilan netonya
melebihi FTKP, terdir| dari:
- Mo, Urat : kolom ini diisi sesuai dengan no. urut yang tercantum pada tiap
lembar formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2
-MNama . kelom ini diisi dengan nama pegawar tetap dan penerima
pensiunTHT sesuai dengan vang tercantum pada tiap lembar formulir 1721-
Al atau formulir 1721-A2
- NPWP ; kolom ini diisi dengan NPWP nama pegawai tetap dan penerima
pensiunTHT sesusi dengan vang tercantum pada tigp lembar formulir 1721-
Al atau formulir 1721-A2
- Penghasilan Brute : kolom i diisi dengan jumliah pada angka 9 dan
formulir 1721-Al, atau dengan jumlah angka 10 dari formulir 1721-A2
- PPh Pasal 21 Terutang | kolom ini diist dengan jumlah pada angka 21 dari
formulir 1721-A1, atau dengan jumlah pada angka 18 dari formulir 1721-A2
« Jumlah : Bagian imi diisi dengan,
» Jumlah pegawa tetap dan penerima pensiun/THT baik yang mempunyat
NPWP maupun tidak
= Hasil penjumlahan penghasilan bruto
= Hasil penjumlahan PPh pasal 21 terutang
B Jumlah Pegawai Tetap dan Penerima PensiunTHT yang Penghasilan netonya
Tidak Melebihi PTKP
Bagan i digsi dengan,
- jumiah pegawan tetap dan penenma pensiun' THT yang penghasilan netonya
tidak melebiln PTKP
- jamlah penghasilan bruto pegawal tetap dan penerima pensiun/THT yang
penghasilan netonya tidak melebihn PTKP
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C. Jumlah A+B
Bagian im dust dengan: |

= hasil penjumlahan orang pada bagian A dengan bagian B. selanjutmya
pindahkan hasil penjumlahan tersebut ke formulir 1721 huruf F angka |
- hasil penjumlahan penghasilan bruto pada bagian A dengan bagian B
selanjutnya pindahkan hasil penjumlaban tersebut ke formulir 1721 huruf F

angka |

- jumlah vang sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 terutang pada bagian A
selanjuinya pindahkan jumlah tersebut ke formulir 1721 huruf F angka 1

Tabel 5. Contoh Pengsian Formulir 1721-A

| Nama Pemotong Pajak | CV. BERLIAN
| NPWP Pemotong Pajak © 01.637.351.0.625

i A Daftar Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun/THT yang Penghasilan

Metonyva melebiln PTKP

i No. | Nama NPWP Penghasilan | PPh Pasal

Llrut Bruto (Rp) | 21 Terutang
11" | _(®p)
1 Drs. Wahyudi s 24.000.000 | 765.000
[ 2, Irawan, SE | - 18.000.000 624 (00
| 3. Darsono - 15.000.000 337.000
| Pramono - 12.000.000 339000
b Abdullah | - 11.400.000 238,500
| Jumlah 5orang | 80,400,000
| - yvang mempunyai NPWP -
| = vang tidak mempunyai NFWP -
| B. Jumlah Pegawai Tetap dan Penerima

Pensiun/THT vang Penghasilan

| Metonya Tidak melebihi PTRP -
| C. Jumlah A + B S orang

Sumber : Lampiran 2, diclah
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& Pengisian Forptir 1721-A1

Formulir ini digunakan oleh Pemotong Pajak PPh pasal 21 yang terutang

untuk tahun takwim vang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerims
pensiun/THT yang jumlah penghasilan netonya melebibi PTKE, dilakukan dalam
jangka wakiu dus bulan seielah tahun takwim berakhir,

A

i
H

Mo. Urut: bagian ini diisi sesual dengan no, urut yang tercantum pada tiap

lembar formulir 1721-Al

Mama Pemotong Pajak: bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai

dengan vang tercantum pada kartu NPWP

NPWFP Pemotong Pajak: bagian imi diisi dengan NPWP Pemotong Pajak

sesual dengan vang tercantum pada kartu NPWP

Alamat Pemotong Pajak: bagian im diisi dengan alamal Pemotong Pajak

sesuai dengan vang fercanium pada kariu NPWP

Nama Pegawai/Penerima Pensiun/THT

NPWP Pegawai atau Penenma PensiunTHT: bagian ini diisi dengan NPWP

pegawai letap atau penerima pensiunTHT yang bersangkutan yang lelah

mempunyai NPWP

Alamat Pegawai atau Penerima PensiunTHT

Jabatan

Status dan jems Kelamin: benlah Tanda X sesuan dengan status dan jenis

kelamin pegawai atau penerima pensiun/THT

Jumlah tanggungan keluarga Untuk PTKP, jumlah tanggungan keluarga yang

berhak mendapatkan pengurangan PTKP, paling banyak 3 orgng

Masa Perolehan Penghasilan: diisi dengan masa bulan perolehan penghasilan

dalam tahun takwim yang bersangkutan misalnya januari s.d desember 2001

Runcian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

- Penghasilan Bruto yang terdini dan angka | sampai dengan 9 disi dengan
jumlah penghasilan yvang sebenamya diterima atau diperoleh pegavwan tetap
atau penenma pensiun/THT selama masa perolehan penghasilan tersebut
pada huruf K
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- Pengurangan yang terdin dan pengurangan atas biaya jabatan/biata pensiun
alas penghasilan pada angka 7, 8, serta iuran pensiunTHT selanjutnya
pengurangan vang ada dijumlahkan

- Penghitungan PPh Pasal 21 terdin dan beberapa bagian vaitu;

» jumlah penghasitan neto diperoleh dan pengurangan pada angka 9 dengan
angka 13

* jumlah penghasilan. neto  untuk penghitungan PPh  pasal 21
setahun/disetahunkan

o PTKP vang diisi dengan jumlah tanggungan keluarga

* PKP setahun/disetahunkan diisi dengan hasil pengurangan dan jumlah
angka 16 dengan jumlah pada angka 17

= PPh pasal 21 atas PKP setahun/disetahunkan ditsi dengan fasil penerapan
tarif pasal 17 UU PPh atas PKP pada angka 18

* PPh pasal 2] ferutang disi sesual déngan pajak yang harus dibayar sesuni
dengan perhitungan,
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Tabel 6, Comtoh Pengisian Formulir 1721-A1

A Nomor Urut -0

B. Nama Pemotong Pajak : C¥. BERLIAN

C. NPWP Pemotong Pajak : 1.637.451.0.625

D. Alamat Pemotong Pajak - 1. Pelita No.30 Probolinggo

E. Mama Pegawai atau Penerima PensiunTHT Drs. Wahyudi
F. NPWP Pegawai atau Penerima Pensiun/THT ;-
G, Alamat Pegawai atau Penernima Pensiun/THT : J1. Suko Mo. 11 Probelinggo

H. Jabatan Manajer

I Status dan Jenis Kelamin cKawin '

1. Jumlah Tangpungan Keluarga uniuk PTKP K/l

k.. Masa Perolehan Penghasilan s Januan s.d Desember

L. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut : (Rp)

* Penghasilan Bruto

1. Gaji/Pensiun/THT
2. Tunjangan THT

3, Tunjangan Lainnya, Uang lembur
4. Honorarium dan Imbalan lain
SCICMisnya

Premi Asuransi vang dibayar
pemben kena

24.000.000

b | Lad | o |

b
th

Jumlah (1 sd 5) 24,000,000

o

-

| 7. Jumlah Penghasilan Bruto 7 | 24.000.000

| * Pengurangan

5 Fiaya Jabatan/Biaya Pensiun 8 1200 000
' O Hiaya Jabatan/Biava Pensiun
10, Turan Penstun, [uran THT 10 300.000

o

11, Jumlah Pengurangan (8+%+140) 11 1,500,000

~ * Penghitungan PPh Pasal 21

12, Jumlah Penghasilan Neto (7-11) 12| 22.500.000 |
13; F"F‘h Pasal 21 disetahunkan 13 22.50‘3 DDD

14. PTKP 14 |  7.200.000

15. PKP disetahunkan (13-14}) 15| 15.300.000

16, PPh Pasal 21 atas PKP disetahunkan 16| 15,300,000

(7. PPh Pasal 21 Terutang 17 765.000

Sumber : Lampiran 3, diolah
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4 Pengivian Formulie 1721-8
A. Nama Pemotong Pajak: bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak, sesual
dengan vang tercantum dalam NPWP
B. NPWP Pemotong Pajak: bagian imi diisi dengan NPWP pemotong pajak,
sesuan dengan vang tercantum dalam NPWP
C. Rincian Golongan Pencrima Penghasilan, Jumlsh Penghasilan PPh Pasal
21/26 Terutang
- Momor @ cukup Jelas
- Golongan Penenima Penghasilan : diist jumlah banyaknya orang penerima
penghasilan pada kolom 2
- Penghasilan Bruto ; diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan
atau terutang dalam tahun takwim yang bersangkutan oleh pemotong pajak
oleh masing-masing golongan penerima penghasilan pada kolom 2
- Penghasilan Sebagai Dasar Penerapan Tanf - diisi dengan jumlah
penghasilan yang digunakan sebagai dasar penghitungan tanil PPh pasal
21/26 termasuk penghasilan yang bersifat final.

Tabel 7. Contoh Pengisian Formulir 172]1-B

No | Golongan Penghasilan Penghasilan PPh Pasal
Penerima Bruta (RP) Sebagai Dasar 21126
Penghasilan Penerapan Tarif | Terutang
| {RP) (B
* PPh Pasal 21 Tidak |
| Bersifat Final 5
1, Pegawai harian dan | 12000000 | - NIHIL
mingguan. .. ... .dst !
sebanyak 5 orang ,
ill | Jumlah - 5 orang .

Sumber © Lampiran 4, diolah
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4.2.2 Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Formulir  ini merupakan daftar  jumlah pegawai  yang jumlah
penghasilannya telah dipotong dan disetor untuk masa tertentu, terdiri dari lembar
ke-1 untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak sedangkan lembar ke-2 untuk arsip
Pemotong Pajak.
- Kolom 1 : sudah jelas
-Rolom2 : Jumlah Pegawai, diisi dengan banyaknya jumlah pegawai
berdasarkan golongannya
-Kolom 3  : Jumlah Penghasilan Bruto, diisi dengan besamya penghasilan bruto
dalam masa tertentu yang diterima pegawai berdasarkan golongannya
-Kolom4 : PPh yang dipotong, diisi dengan besarnya pajak vang harus

dibayar,
Tabel B. Contoh Pengisian SPT Masa 21
Golongan Pegawai I Jumlah Jumlah PPh yang

| Pepgawai Penghasilan | dipotong (Tarif
'i Bruto X Penghasilan

| f BEruto)

1. Pegawai Tetap | 3 6.700.000 191.750

| 2. Mantan Pegawai - | - .

i 3. Pensiunan - | - -

| 4 Pegawai Harian/Mingguan 5 | 1.000.000 NIHIL

| 5. Pegawal Satuan - s :

"Jumlah = 7700000 | 191750

Sumber: Lampiran §, diolah

4.2.3 Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)

|. NPWP : diisi sesuai dengan vang tercantum pada kartu NPWP

1. Mama Wajib Pajak : diisi sesuai dengan nama Wajib Pajek yang tercantum
pada kartu NPWP

3. Alamat Tempat Tinggal - diisi sesuai dengan alamat Wajib Pajak yang
tercantum pada kartu NPWP

4. Kode Jemis Pajak : diisi sesuai dengan daftar pada halaman belakang lembar
ke-1
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3. Kode Jenis Setoran : diisi sesuai dengan daftar pada halaman belakang lembar
ke-1

6. Uraian Pembayaran : diisi sesuai dengan daftar pada halaman belakang lembar
Ke-1

7. Setoran : diisi tanda X pada kolom vang berkenaan

8, Pada Kolom Bulan : diisi tanda X pada kolom yang berkenaan

¥, Pada Kolom Tahun : diisi tahun pajak pada kolom yang dimaksud

| 0. Nomor Ketetapan © diisi sesuai dengan nomor ketetapan vang diberikan oleh
KFP

1. Jumlah Pembayaran : diisi dengan pembayaran rupiah penuh

|2 Terbilang : diisi dengan huruf

3. Ruang Teraan : diisi oleh bank persepsi/ kantor pos dan girn

Tabel 9. Contoh Pengisian Surat Setoran Pajak {SSP)

NPWP P01.637.451.0.625
NAMA : CV.BERLIAN
ALAMAT - JL. Pelita No. 30 Probolinggo 7 .
Kode Jenis Pajak ;0111 Uraian Pembayaran
Kode Jenis Setoran - 100 PPh Pasal 21

| Setoran . Masa Tahun : 2001 i
MNomor Ketetapan ¢
Jumlah Pembayaran 191,750 Terbilang : Seratus sembilan pulub

' satu tujub ratys lima puluh rupiah
Ruang Teraan

Lhtenma oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

| Ditenma oleh Bank PersepsiKantor Pos | Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal 11 Januari 2001 Probolinggo, 11 Januari 2001
Cap dan ted
MNama Jelas: Mama Jelas:

Sumber: Lampiran 6, diolah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

49

4.2.4 Cara Pengisian Dalam Buku Tabelaris

- Kolom 1 : benisikan nomor wrut

- Kolom2 ! berisikan identitas dari wajib pajak antara lain Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWF), nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak

- Kolom 3 : tahun pajak

- Kolom 4 : jumlah PPh yang harus dibavar

- Kolom 5 digunakan untuk mencatat pembayaran dari masing-masing masa
pembayaran pajak selama | tahun. | tabun pajak dibagi menjadi 4 bagian guna
memudahkan pengawasan. Bagian penama yaitu masa untuk januari, februar,
dan maret, bagian kedua yaitu masa untuk apnl, mei, juni, dan seterusnva
sampaipada bagian 4. Setiap bagian terdini dan 4 kolom, dimana kolom 1 «/d 2
adalah besarnya pajak sedangkan kolom ke-4 adalah untuk menampung apabila
timbul tagihan pajak.

kolom 21 digunakan untuk menampung pembayaran PPh pasal 29

Kolom 22  : keterangan

Tabel 10 Contoh Pengisian Buku Tabelaris PPh Pasal 21

i Angsuran | Januari Februari Maret |
| - PFh - Tyl Pemb. | Tgl Pemb. - Tyl Pemb, |
BRI L Tabun! Y8 L1y 10 LTl Llap. - Tal Lap.
Lo | = NAMA | Pajak il'mrus
= -  ALAMAT | dibayar - Rupiah - Rupish - Rupiah '
8 Loasbet | Swks  |Sanksi
l. 01.637.451.0.625 | 2001 - - 11-02-00 0503201 -O07-04-00
CV. BERLIAN - 25-02-01 = 1 3-03-01 l- E-04-01
JL. Pelita Mo. 30 - Rp.191.750 |- Rp.191.750 - Rp.191.750
Probolinggo : . - ' -
| |
L s
Sumber . Lampiran 7, diolah
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4.2.5 Cara pengisian Lembar Penghitungan STP

. [dentitas Wajib Pajak

1. MNama
-

3

[l. Data dari Tabelans/Berkas Tahun 2000

kolom |

- duisi nama lenpkap sesuai dengan Kartu NPWP
NMPWP : dust sesual dengan yang tercantum pada kartu NPWP
Alamat . diist sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP

diisi apabila erlambal meélakukan pembayaran

a0

Kolom 2 : dusi sesual tanggal lapor dan setor dalam buku tabelaris
Kolom 3 - diisi sesuai jumlah angsuran PPh yang harus dibayar pada buku

tabelaris

Kolom 4 ; diisi apabila melakukan pembavaran
Kolom 5 © diisi sesuas dengan jumlah kurang bayar pada buku tabelans

Tabel | 1. Contoh Penncian Masa PPh Pasal 21 Januan 5.d Maret

1. ldentitas Wajib Pajak

|. Nama
NPWP
. Alamat

Z

-
a

: CV. BERLIAN
. 01.637 451.00625
: JL. Pelita No. 30 Probolinggo

1. Data Dan Tabelaris/Berkas Tahun 2001

B L Sgan : Kurang |
ulan [\ Setoe il PFhEI:‘as-ﬂl Pembayaran Baic |
Januari | 11-02-2001 | 25-02-2001 . 191.750 =
Februari | (05-03-2001 | 15-03-2001 - 191,750 -
hiaret ! O07-04-2001 | O8-04-2001] - [91.750 -
[l Penghitun 1
' Bulan | % [ Banyak [ Kurang/Terlambat | Bunga | Denda | Jumlah Yang
Bulan Bayar Harus Dibavar
| Januari | 2% 1 121.750 3.835 | 50.000 53835
| 191.7350 3 835 | 30.000 53835

Sumber ; Lampiran 8, diolah
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4.2.6 Cara Pengisian Nota Perhitungan
A Pengisian ldentitas

|, MNomor Ketetapan/Keputusan | diisi oleh petugas KPP

2 Masa Pajak : disi wajib pajak bulan keberapa

3. PemotongPemungut Pajak | ditst nama pemotong/pemungut pajak sesuai
dengan kartu NPWP
NPWP : diisi sesuai dengan yang tercantum pada karmu NPWP
Pekerjaan/Usaha : ditsi menurut jenis usahanya
Alamal : ditsi sesuan dengan yang tercantum pada NPWP

-] o n s

Tanggal Penerbitan | diisi oleh petugas KPP sesua dengan tanggal
dibuatkannya nota perhitungan
4.  Tahun Pajak - diisi tahun pajak vang dimaksud
B. Pengisian Baris
Baris 1 : diisi dengan besarnya penghasilan kena pajak PPh pasal 21 sesua
dengan polongan pegawai
Bans 2 : ditsi dengan besarmnya PPh yang hares dibayar
Baris 3 : diisi dengan besarnya kredit pajak sesuai dengan poin yang ada, bila
tidak maka dikosongi
Barig 4 : ditst dengan besamya pajak penghasilan yang kurang bavar, lebih
bavar, dan nihil sesuai dengan keterangan diatasnya, bila tidak maka dikosongi
Baris 5 ; dusi jika terjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil sesui dengan
sanksi yang dikenakan
Baris 6 : jumlah yang masih harus dibayar, diisi sesuai dengan besamya sanksi
dan jumlah rupiah ditulis secara nominal pada bans yang ada di bawahnya,
Dari pengisian Mota Penghitungan selanjutnve aken diteliti, ditetapkan, dan
disetujut oleh petugas/pegawm KPP yang berwenang,
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Tabel 12, Contoh Pengisian Nota Penghitungan

52

No. Ketetapan/Keputusan  * 001/101/2001

Tl Penerbitan

- 27-04-01

Masa Pajak ;

Januan - Marei

Tahun Pajak L2001

Pemotong/Pemungut Pajak - CV. BERLIAN

NPWP :

Pekerjaan/|Usaha r

Alamal

01.637.451.0.625
Dagang

: JL. Pelita No. 30 Probolinggo

URAIAN

Jumnlah Menurat

Wajib Pajak

Fiskus

5. Sanksi administrasi
a STP

&.1. Denda Psl ¥ KUP

Rp, 50.000

8.2, Denda Psl 8 KUP

a.3. Bunga Psl B KUP

a4, Bunga Psl 19 KUP

Rp. 3 835

a.5 Bunga Psl 14 KUP

a6 Bunga Psl 19 KUP

b. 3KPEB

b.1, Kenaikan Psl 8

b.2. Kenaikan Psl 8

¢, SKEPKBT

¢.1. Kenaikan Psl 15

¢.2 Bunga Psl 15

d. Jumibah sanksi adm

Rp. 53,835

6. Jumlah vang masih harus
dibavar

Rp 53833

{ Lima puluh tipa ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Sumber ; Lampiran 9, diolah
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e

Berdasarkan hasil Prakick Kerja Nvata vang dilaksanakan pada Kamor
Pelayanan Pajak Probolingeo dan dengan didukung oleh teori-teori yvang
diperoleh selama duduk & bangku kuliah, khususnya mengenai prosedur
admimistras: pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan pepawai tetap, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

I, Pengisian formulir SPT Tahunan dan S5P yang dilakukan oleh wajib pajak
vaitu dengan menghitung dan menetapkan sendini besarnya pajak, vang
formulimya dapat diambil pada Kantor Pelayanan Pajak terdekat sesuai
dengan tempat tinggal wajib pajak;

[

Prosedur pelaksanaan administrasi pemungutan PPh pasal 21 khususnya pada

penghasilan pegawar tetap adalah sebagal benkut:

a setelah selesar menghitung besamya pajek maka, wajib pajak wajib
membayar pajak sesual dengan penghitungannya pada bank vang ditunjuk
oleh pemerintah atau melalui pos dan giro dengan membawa lembar SSP;

b. setelah selesai membayar, wajib pajak wajib melaporkan SPT Masa 21
pada Kantor Pelayanan Pajak setempat vang dilakukan melalui Tempat
Pelayvanan Terpadu (TPT) dengan membawa SSP lembar ke-3 dan lembar
ke-1;

c. oleh petugas TPT, SPT Masa 21 beserta lembar ke-3 (jika ada setoran)
diserahkan dan dikinm pada seksi P2PPh  bagian Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)} PPh pasal 21 untuk diserahkan kepada petugas
tabelaris,

d petugas seksi P2PPh bagian PPM PPh pasal 21 akan melakukan
pencatatan ke dalam buku tabelans. Pencatatan pada buku tabelaris setiap
tiga bulan akan dievaluasi uniuk mengetahw adanya keterlambatan
melapor dan menvetor, Apabila melampawi batas waktu yang telah
ditetapkan maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

53
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Lampiran |

Y]
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 FORMULER
PERMATIAN . # BACABUKUPETUNATK & ISIDENGAN HURUF CETAKTHKETIK I?ZI
Y TAHLE: TARWIN
oot ® BEETAMDAN Dalav ] (BOTAK) ¥ ANG SESUAL | | | 1 |
DIIST OLEH DINAS
A NPWP PEMDTONG PAIAK =TI o N Y el () 0 S L) S (0 [ (T 1.TGL. §PT
———— L BIEAMPATIAN
1L NAK A PEASOTONG FAIAR | E-*;!"' | 2 STATUS 81 U
I i 3 1

O ALAMAT PEMOTONCG PAIAK 1 e R
EOTAKODE POS : l | I I | | l | 1, NEAL{ET) I_l
TELEMIN

T NS UEAMA i i AR |_|
KODE KLY R ) e e R

I A FIMPINAN

F DAL AM TAILTN TAXWIM ¥ ARG RERSAMCGKUTAN TELAH MELAKUKAN FEMOTOMOAN DAN FENYETORAN P PASAL TH [N FPh FASAL 26
AFfAGAl BERIKLT

JULARD TUMLAH FENCGHASILAM P PASAL IET6
CHILOM0 AN FEGAWAL FENERIMA BRLTG TERLTAND
AT PENREASILAN __{®p)
[t L3 M ]

I FECAN AL TETAP DAN PENMERIMA PERSTNTLRIANGAN
NART TUATABLNGAN HARI TUATHT)
(D158 PAR] FORMULIR 1721-4)

1 PEGAWA] TIDAK TETAPPENERLA HOMORARILM DAN
PEMGHASILAM  LARINYATENERIMA  PENGHASILAN
YAND DIKENAKAM FFh PARAL 11 BERSIFAT FIMNALS
PECAWAI DEMGAN STATUS WAl PAIAK LUTAR KEGER]L
[0 DAR FORMULIER 172 1-8)

1 JUMLAH [(I+3)

Ll FFh FASAL 2P ASAL 36 YA TELAH DEEETOR i T .

L} ETP PP PARAL 70T ASAL B4 (ANYA PORDE PAJAK) it e s st st 00

i | rUMLAK sn I T o, ST T e e Y

1 (e [ Pehrasal 15/ PASAL 26 ¥ AMG KURANG DISETOR [ANOKA § KOLOM 4 - ANGEAS)

B[] P PARAL 21 PASAL 36 ¥ ARG LERIH DESETOR (ANCKA § - ANGEA Y KOLOM 4)

& JUSLAMPADA ANOKA 75 TELAH DILUMAS) PATIA TANGOAL ..o -

0 PEEMCIIDN AN

PPRPASAL 21 VARG LEDDE DISETOR PADA AMOEA ™ MORON PERHITUROEAN DENCGAN FEMBATARAN
PRAPASAL 21 UNTUK BULAN i TAHLN

il I AMIMTRAN

FELAIY LAMPIRAN 1721- A 1720 - Al ATAL E7T1 -A2, 1721-B. DAN 1711-C, BERSAMA IMI KAM] LAMFREAN FLTA:

i [[] SURATSETORAN PAJAK 4[] PEMBERITAMUAM PEMBETULAN KAMA DAR/ATAL
ALAMAT
1 [ SUmaAT KUASA KHUSLE B it e e e . —
1 [ LAPORAN KEUANGAN KERIASAMA OFERASL DALAM it R ; e =
HAL FEMOTOMNG PAJAK ADWE AN KERIASALA DFERAS]
i PEENTATAAN

DENGAN MENYADARI SEFENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATHYA TERMASUK SANKSISANKS! SESUAl DEROAH KETENTLAN
FERUNTIANCUMDANGAN YANG BEELAKLL SAY A MENYATAK AN BAHWA APA ¥ ANG TELAH SAY & BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA
LAMPIE AN-LANPILANNY A ADALAH BENAR, LENGEAR, AN JELAS

] PEMOTONG PATAK TANDA TAROAN
. .

T NAA TERAND
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LAMPIRAN ]

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

| FORMULSS

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUNTUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN

HARI TUA (THT)

FAHLMN TAKWIA

& LAMFIREAN FaDa FORMULER | 721

IS L)

HAMLA PEMOTONG FAJAKE

NPT FEMOTONG FAJAK

A DAPTAR FEOARALI TETAP DAN PENERIMA FENEIUNTHT YANG PENGHASILAN NETONY A MELERIHI FTXF

Mk, MAMA HFWF PEMCHRLARIL AN BELITO FPh PASAL 30 TERLUTAMNG
LRLUT (Ap Ep)
i {2 3 g L ]
V. = | B LS
& MnILAH o ORANG
- AL R MUY AL NP L DRANCH
WANG TIAK MEMPUNT AL NI - ORANG
Ih RIMLAH PEGAWAL TETAP DAN PENERIMA FENSRLING
THT ¥ AN PERCHASILAN KETONY A TIDAK
MELERIN FTEF B s v CHELANCN
#*
CoIusLAaNl A«p g A L DR AN
CATATAN

1. PFINCWAHEAN IUMELAH ORAKGFADA C RE FORMULIR 1721 HURLIF F AROKA § EOGLOKM (2)
7 FIRDARERAN NUWLAN © ROLOA (8) KE FORMULIR (711 HURUT F ANGKA 1 KOLOM {2)
1 TENTAITIAN MURELAH C KOLOM (8) KE FORMULIR 1731 HURLF F ABMIEA § KOLOM [4)

i1 BEA BUANTAN FORMULIR INI TIDAK CUKLT DAPAT INBUAT [LAMPIRAN TEREERNDHMAD SESUALI DENOAN BENTUE B4

KFPPh 321
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| .ampiran 3 LAMPIRAN I-A LBR | - UNTUK KPP

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 g

LBR 3 | LUNTURK PECGAS AL

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PFPh PASAL 21 FORMUL R
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN Y721 - Al
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

® LAMMREAN PADA FORMULER 1721-4 AR TRV

Tl Lo e Tl

TS F ESRN. PG ® DERITANDA X DALAM [ (ROTAK) ¥ ANG SESUAL | ]

A MDA LRUT

i b PRMOTOMG PATAK : : !

£ MW FEBETTONG PAIAK T i =% I A R TR
O ALARIAT TRIOTOH ke

L MAkA FEOAD AL ATALU FENER A FENEILEOTHT

F. NPT PEGAMWA] ATAL FENER RGN FERS LILTET I_l | i | ] I | | | | | E | | ]

5 ALAKUAT PINERIVAL A Tall FIERMA PENSLWTHT

B LUBATAN :

1 ETATIM QAN NI EELAKMIH D EAWIH D TR KAWTH D TARELAKE D IRERIFLAR
| H-MITHWMMMDKW”# K. L

K MAASA PEACLENAN PEMGHASILAM | ol VI AL SR . 2

| RTNCIAN MENGHASILAN [1 AL 1} BERECUT (LA BT

& PENGILASILAN BRITD
| A LTESE ILMTHT 1
: | TLE LA REIAN PI%

J HOFERAR LW DA N IRALAN LA SRAENTERY A

i
1 TLOEARGAR LATRN YA, LK LEMDILR, D8N 3
4
3

L PEEMI ASLRAME YANG DIHAY AR FEMBER] EERA

i FEFERSLAAR DAl add BEWTLUR HATLERA DAN EENTRATAN LADRHYTA ¥ ANT E
EHEIDARAN MERCTTOMOAH I3 PASAL 30 .

T NAAARITET ) T

L] TANTIERL BOMLI, GRATIFIEARL 1834 PROITIRCH. TN THR W

i FUAdLAT FESFHARILAMN BRLUTO [1+§) a
*  PESOURANG AN

" FLAYA TS TARTBIAY A PENEILT ATAS FENTEHASILAN PADA ARNGEA T L]

i LAY A TAEATANEIAY & FERESIN ATAE PENCHASILAN PADN ANIEAL ¥ 11

il TUBLA K PESSAIN, (LS THIT P ]
n LB AN FERCURANGAN [ 10+ |1=1T) i i ‘ 13

® PRANCGTUNGAN PP FALAL L
1 Ang an PreiEaE oA HILTO (-0 d) Fd — o] |
13| PEMGHATILAN HETO MALS FERELRMNY A 14
1A | ARELASPRERGHASILAN WETO UWTUK FENOHETUNGAN

P PASAL 2 (ARTAHUDEETAHLAN), e, 18
11| PEMEAZILAK TICAR KENA PAJAK [PTEF) i1
i | PERELASILAK KA PAILY SETAMNLSOTRSHTAMUMEAN (817 i
19 | PPN PASAL N ATAS PERTHASILAM KEMA PASAK SETAMLDODOSET MG £
i | P PARAL I YAMD TELAH DIPOTOMO MABASEBERLOON A . . .. ... . EY
2| PP PARAL 3 TERUTAND v ; 1
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Lampiran 8
DEPARTEMEN KEUANGAN REMUBLIK INDONESTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGOD

LEMBAR PENGHITUNGAN STP

PPh. Pasal 21
L IDENTITAS WAJIE FAJAK
l.Haman
L HPWF
LAlamat :
Il. PATA DARITADELARIS / BERKAS TH. ...
Permcian masa PPhpetal 21 msa . Il e Ty
BULAN TANGGAL ANGSURAN PEMBAYARAN KURANG BAYAR
SETOR, LAPOR PPh. PASAL 21
1 i 1 4 5 &
TILPEMGHITUNGAN STPMASA @
BULAN % BANYAK EURAMNG/TER BLINGA DENDA JUMLAH YANG
BLILAM LAMBAT BAYAR : HARLS DIBAYAR
| 2 3 i 5 (] T
Probolinpgga,
MEMYETLIUL MENETAFKAN: FENELITI PENGHITLNG

FAS PIFPh
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Lampiran 9

CIREKTORAT JEMDERAL PAJAK

DESARTEMEN HEUANGAN REFUBLIE INDOMESLA

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

E! STP E! SKPKB E[ SKPKBT E' SKPLB E[ SKPN
Ju.hhj;k:E] Farsl 21 E| Pasal 22 Eru-u} Elpmm

P Kietelipdn J Fepui | Tgi Penertian
Tl Jabuh Terwpo
Pl Pajib Tabwn Plagsk
Tahin Ruly
T SPT lenghoag da wilkani
'rﬂ‘ e g Ha LPP fLHPM
Famaton / Pemergd Pk
MPEWPR
P Ll ELLF{S 4
i o ain 4 Kade Fos |
URATAN JUMLAH MENLURUT
WAIILE FAJAR FISKLS

I. "rﬂh. Bona Pajak / Deaar Froprasis Pajik

n. FPh Pasal 21
a0 Peguwal iwiap

.Y Pegarmad tlalak irtap

il Jumilah fa ], + m 1§

b, PPk Pasal 33 7 21/ 36

L. Pajik Penghasilen sang lerubang

3. Kreddl Pafak -
& Srinren mahs des inhunen
l. Kzmpenyaed kelebulinn dari inhon srhedumnya
68 T P [Pakiek)
.5 K P K R Fskak)
rEKPEDRIT Pokokj
L Lain-lain

e

Edumlah  jucbegsdsesi

b Dikarwnpi drogasn |

A Kompenaas bel s ke tahin yiss aken deinsg

RIEKFI N

hh JumbBak (51,4 h.1)

b Jumbah pajak jmng depei dlusedlfkan (g - 59§

[Il Kurang dibayer (- Lij

& Majal Peiaghanilsn yang - E Lebik dobayar (10 - 3§

[ ] s @=ai)

P PP R T 2 17200



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

URAIAN

JUMLAH MENURLUT

WALIE FAJAK

FISKL5

5, Banksi i nfaims| -
L 5TP
k1. Denda Possl 7 KUP

ol Dendn Musl B () KUP

). Hungs Pasal B |3 KUP

4. Bungn Pasal 19 (1) KUP sty Pasal 19 {2) KUP

L5 Dungn Pasel 14 (1) KUP

6 Dinga Pasal 19 {3) KUP

b SKPED
2.1 Kennikan Pasal 8 (3) KUP

B2, Kenalkas Pasal 13 (3) huruf b KUP

B3, Bungg Pasel 13 (2) EUP

o BXPROT
1. Renaikon Pasal 13 (2] KLIP

€2 Burga Pasal 13 (0] KLUIP

d. Turlaiy surksi advinisrest {n st b o <1

E| b hasus dibayer (4.8, = 5.4.)

. fumish vaeg |I| lichits dlibayar (4.5 )

| c |-‘“\-'|'III]. s}

CEITING DL ST [H'TFHH.I\.H

OATA ENTRY

KO TROL
EELUARAN

ESKPEDIS

ALK

KPPPR, 21231320 NP0
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Lampiran.10 64
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
e UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

IL Jwwi {Tﬂllhh-]'ﬁu IT Kotk Pop 125 - ‘B Dakas (0331} 332050 (Fax} - T.U. 3375000
Eampus Bumi Tegal Bolo Jembor $8§21 « Juilm

Nomor . 1619 125.1.4F & 2000 Jember, 9 -
Lampiran ] H'ﬁ'f Eﬂm
Yarihal . Kesedlaan Menjad! Tempar PN

Vighasisws Fak. Ekonomi UNET

b Bapak Plmpinan

Y. epadn R
_Eantor Pelayanan Pajak
d1-
Frobol inggo

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, balwa guns melengkap persyaratan h:-:Iqu..l.un
: dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma [l Ekonomi para mahasisws
diwajibkan melaksanakan Prakick Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin u:-Jn:J-c
menjadi obyek atau tempat PEN. Adspun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan

1ersebut adalah |
Fa. ] Mama NIM » Bidang Studi
|7 | 51t sulaikha REOBO21022)7 ADM. KEUANGAN

L

Adapun pelaksanaan Prakiek Kerje Nyata tersebus pads bulan ;

JULL - AGUSTHS .-

E—— ==
Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya drrtflui:m
nersyaraian lninnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Fanyki PRNAaa 'J00/ HIP & 53{1 368 797
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Lampiran L1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGO

JL Magtip T, 1658171 Telepom (Q335) 420472, 420473
Probolinggo §7213 Faks imile (1335) 420470
Momeor 8- 1% /WPILOS/KP 160172001 29 Mei 2001
Sifut Bipsa

Hal Prakiek Kerja Nyata (PEN)

¥'th. Pembantu Dekan [ Fekultas Ekonomi
Universitas Jember

Jalan Jawa (Tegalboto) Nomor 17

Jember

Menunjuk surat Seudara Momor: 1619725 L4P &/2001 tanggal 21 May 2001 hal Kesedisan
Menjadi Tempat PR Mahasiswa Fakultas Fkonomt Unejf, dengan inl kami beritahukan hal-hal
sehagaiberikut -

[

Kam dapat membantu/menenma peserta PEN dan Mahasiswa Program Diploma [ Ekonormi
Universitas Jember pada bulan Juli 2001 sampai dengan Agustus 2001

Peserta PEMN heruz memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak
Probolingge, dan menjaga ketahasiaan data-data dinas.

Akomodasi tidak disediakan olch Kantor Pelayanan Pajak  Probolinggo, dan peserta PEM agar
melapor selambat-izxmbatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan domualai.

Demikian untuk menjadilcan malkium.

i g ars Kaniar,

_,._..-:1'.1.'\-" by %
fi%_‘-h_\_‘\c\ "

fREFSLA ERE; -] T
B | FELATARAR P8 1ee 1 B
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Lampiran 12

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK [NDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGO

latan Mastnp No. 1&69-1T71 Telepom (0335) 420472, 4NHTI
Probolinggo 67213 Fax {0235 420470
Huomepage/ www pujak good

SURAT KETERANGAN

e e YT TP TP TRT R T R TR R A R b b b

KET- 43 /WPJ.09/KP.1601/2001

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kontor Pelayanan Pajak Probelinggo menerangkan
bahwa !

Mama H Siti Zulaikha
MIM : 980803102217
Peker jaan : Mahasiswa Pragram D-III Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

Telah melakukan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo dari
tanggal 16 Juli 2001 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2001,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Probolinggo, 26 September 2001
~iepala Sub Bagion Tata Usaha
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Lampiran 13

DEPARTEMEMN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGO

H, Mastrip Mo, [68-17]
Probedinges 67213

e ——————— e ———————

Telepon (0335) 420472 420473
Faksimile (0333) 420470

Nama = Siti Zulaikha
NIM 980803102217
Judul © Prosedur Administrasi Pemungutan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan
Pepawai Tetap Pada Kantor Pelavanan Pajak Probolinggo
Draftar Hadir Praktek Kerja Nyata
|Hn:: _i} (= Tanggal | Mahasiswa Petugas |
|1 | Senin, 16 Juli 2001 1. | |
2 !sq;l;mﬂ Juli 2001 "{r&;m 2
3 | Rabuw, 18 Jul 2001 3, % 3.
s S0 S
5 ;Jumm. zu.1u|i2::h:ri_ | 5. ’Eﬁ”’,‘ | 5. |
& | Senin, 23 Juli 2001 f. ,q;gr__, 6. '
7 | Selasa, 24 Juli 2001 T ‘@EP" _ 7 A
._..3... Rabu, 25 J_l_lii_!'ﬂ[ﬂ 8 !‘J_,ﬂlﬁ!'—- B, :
E | Kamis, 26 Juli 2001 9. itk 9. . |
10 | Jumat, 27 Juli 2001 ' 10, igﬁp 10. |
11 | Senin, 30 Juli 2001 1 ek . !
| 12 | Selasa, 31 Juli 2001 12, ’a{gﬂﬁ, 12 _
- 13 | Rabu, 1 Agustus 2001 |13 Ay 13, |
|14 | Kamus, 2 Agustus 2001 14, ?‘!IE’?" 14, |
15

Jumat, 3 Agustus 2001

15. %

| 5.

)
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16 | Senin, 6 Agustus 2001 16. d‘lﬂ“‘ 16,
17 | Selasa, 7 Agustus 2001 17. ﬂgﬂ, ki
18 | Rabu, 8 Agustus 200] 18. f[% 18,
19 | Kamis, 9 Agustus 2001 | 19, _@ﬂ‘: 19,
20 | Jumat, 10 Agustus 2001 J‘!ﬁﬂ- . 20
21 | Senim, 13 Agustus 2001 | 21, Jﬂfﬂjﬂ,‘:‘.— 21.
22 | Selasa, 14 Agustus 2001 22, -AEH}‘— 22,
23 | Rabu, 15 Agustus2001 | 23, %_ E&i
24 | Kamis, 16 Agustus 2001 24, A 24,

Probolinggo, 16 Agustus 2001
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Lampiran 14

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK PROBOLINGGO

J1. Mastrip Mo FA4-171

Protalinggo 67213

Telepon (0335) 42072 420473
Faksimile (0335420470

e

Nama ;S Zulaikha
NiM . 9BOBOII02217
Judul Prosedur Administrasi Pemungutan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan

Pegawa Tetap Pada Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo

Jadwal Kegiatan Prakiek Kena Nyata

~ Tanggal | Kematan
16-17Juli 2001 | - Pembukaan PKN
- Penempatan pada Seksi P2PPh
i - Menenima penjelasan tentang PPh Pasal 21
| 18-19 Juli 2001 E M(!Il}'ﬂ-!'-ltr LPAD per NPWP sesual dengan dacrah dan
Jenis pajak I
30 Juli 2001 "~ Meminta data tentang tugas masing-masing sub seksi |

2324 Juli 2001

- Mcngéahungknn S5P lembar ke-2 dan ke-3 dalam
berkas per NPWP

135.26 Juli 2001

- Melakukan perekaman SPT Masa

| 27 Juli 2001

- Menerima penjelasan tentang sejarah KPP Probolinggo |

| 30-31 Jul 2001

- Membantu melayani wajib pajak di TPT

=2 Agustus 2001

- Membuat arsip herkas, yvang terdiri dari induk berkas
dan anak berkas

' 3 Agustus 2001

- Membantu p::_ril.-:-r-i'maan SPT Masa

67 Agustus 2001

. = Menghiung bukti potong PPh pasal 22

| 2.9 Agustus 2001

L
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10 Apgustus 2001 - Membuat dafiar anak berkas

13-14 Agustus 2001 | - Memasukkan berkas-berkas yang sudah dicatat ke
dalam induk berkas

15-16 Agustus 2001 | - Meminta formulir-formulir vang dibutuhkan beserta

penjelasan pengisiannya
- Penutupan PEN

___Probolinggo, 16 Agustus 2001
Lot LR epala Seksi P2PPh
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BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
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SITI ZULAIFHA

Notnor Mahasisv aBoeaosee T
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Program Studl PO o i L

Mama

Judul Laporan maﬂummﬁhmwnﬁh
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